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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026 merupakan kebijakan jangka menengah transisi yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan memperhatikan hasil
evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mandat yang diberikan
berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat memberikan
kontribusi maksimal terhadap pembangunan Kabupaten Cirebon, terutama pembangunan dalam
bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, melalui penetapan program
unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan
strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian , baik dari internal
maupun eksternal yangh mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 - 2026 ini disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada

peningkatan kinerja.
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Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor

Tanggal

Tentang : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

11

1.2

Tahun 2025-2026

BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026 yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2025 — 2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk
periode 2 (dua) tahun sebagai penjabaran naskah teknokratik Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 — 2026 yang akan digunakan Penjabat (Pj) Kepala Daerah
sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun
2025 -2026.

Penyusunan Renstra dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025 — 2026, serta norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan
daerah. Selain itu, penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026 memperhatikan pula penyelarasan program
prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2020 — 2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Tahun
2019 — 2024, isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi

Dinas, kebijakan nasional, dan regulasi lain yang berlaku.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini, acuan umum
tentang arah pembangunan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik tahun 2025

sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Dinas

Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744;
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Nomor
2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Nomor 2014
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5589);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5322);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
(Lembaran negara Tahun 2014 Nomor 78);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 — 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur,

dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan
Jangka menengah Berakhir pada Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat melalui Media Komunikasi;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2021 tentang Website dan
Metadata Aplikasi di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon;
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 95 Tahun 2023 tentang Standarisasi Perangkat Jaringan
Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Tahun 2025-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Memberikan pedoman/landasan serta arah pembangunan di bidang penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu

tahun 2025 — 2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 - 2026.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026 adalah:

1.

Menelaah kinerja pembangunan Pemeirntah Daerah Kabupaten Cirebon dalam bidang
komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang memberi gambaran kondisi riil
daerah;

Merumuskan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan
Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian
yang menjadi bahan pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan bidang
komunikasi dan informatika, statistik serta persandian;

Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten
Cirebon dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian untuk 2 (dua)
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tahun ke depan;

4. Merumuskan program pembangunan Kabupaten Cirebon dalam bidang komunikasi dan
informatika, statistik serta persandian untuk 2 (dua) tahun ke depan;

5. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah beserta target indikator tahun
2025 sampai dengan 2026;

6. Memberikan panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun

mulai tahun 2025 sampai dengan 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, sistematika
penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 — 2026

adalah sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas latar belakang penyusunan dokumen rencana strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas
Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penulisan Renstra Dinas Komunikasi
dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok

sasaran layanan serta tantangan dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB Il PERMASALAHAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja pada periode renstra sebelumnya;
telaahan dokumen terkait; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Berisi telaahan tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah; kewenangan penyelenggaraan
urusan; cascading kinerja dari tujuan hingga outcome dan output.
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BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi mengenai pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berisi mengenai rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas

Komunikasi dan Informatika dalam 2 (dua) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP
Berisi penjelasan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas
Komunikasi dan Informatika terhadap pelaksanaan Renstra dan Rencana Pembangunan

Daerah.

RENSTRA 2025 - 2026 DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON
116



BAB I

GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

2.1.1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEPALA DINAS

SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN ASET

SEKSI STATISTIK

SEKSI APLIKASI KEAMANAMN
DAN PERSANDAIN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DAN JABATAN PELAKSANA

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, kedudukan Dinas
Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian;

b. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
c. Pengelolaan aplikasi informatika;
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d. Pengelolaan statistik sektoral;

e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan
bidang persandian;

g. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut ini adalah rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja pada Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon :

1. KepalaDinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a.

o oo

perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan
bidangpersandian;

pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

pengelolaan aplikasi informatika;

pengelolaan statistik sektoral;

penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang
statistik dan bidang persandian;

pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a.

b
c.
d

koordinasi kegiatan;
koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan
masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan
barang/jasa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

(1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan
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(@)

komunikasi publik serta kehumasan dan kemitraan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

mempunyai fungsi:

a.
b.
C.

@ ~oa

o —

5 3 7 x

©

perumusan bahan perencanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi publik;

pengendalian pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring
informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
pengendalian pelayanan informasi publik;

penguatan tata kelola komisi informasi di daerah;

pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
pengelolaan media komunikasi publik;

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

pengendalian manajemen komunikasi krisis;

penyediaan atau pengadaan sarana dan prasarana pendukung
informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;

pelaksanaan layanan hubungan media;

pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yangberkaitan
dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Teknologi dan Informatika

(1) Bidang Teknologi dan Informatika mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan,

memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan teknologi dan

informatika

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi dan Informatika

mempunyai fungsi :

a.
b.

C.

> o

Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Teknologi dan Informatika;
perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi dan informatika;
pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery
Center (DRC);

peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
teknologiinformatika;

pelaksanaan povernment cloud computing;

pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

pelaksanaan filtering konten negatif (jaringan pemerintah daerah);

pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;

pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi;
pelaksanaan pengelolaan walidata;

pelayanan recovery data dan informasi;

pengelolaan data elektronik pemerintahan;

pelaksanaan penerapan interoperabilitas;

pelaksanaan interkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan;
pengembangan pusat Application Programming Interface (API) daerah;

RENSTRA 2025 - 2026 DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON

I3



pelaksanaan monitoring traffic elektronik;
pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Teknologi
daninformatika; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government

(1)

(@)

Bidang Statistik, Persandian dan E-Govemment mempunyai tugas merumuskan,
mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan
pengelolaan statistik, persandian dane-government.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Statistik, Persandian dan

E-Govemment mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Statistik, Persandian
dan E-Govemment;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang statistik, persandian dan
e-govemment;
penyelenggaraan statistik sektoral;
pelaksanaan penyelenggaraan layanan teknologi informasi;

e. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan
suplemen yang terintegrasi;

f. pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan informasi menggunakan
persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan
atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan
informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi
antar perangkat daerah;

g. pelayanan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

h. pelaksanaan penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) smart city;

i. pelaksanaan penyelenggaraan  Government Chief Information Officer
(GCIQ} pemerintah daerah;

j-  penyelenggaraan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;

k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidarig Statistik, Persandian dan
E-Government; dan

I. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan

dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibedakan menjadi sumber daya

manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta sarana penyebaran informasi. Penjelasan

untuk masing-masing sumber daya tersebut disajikan dalam uraian berikut ini.
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2.3.1 Sumber Daya Manusia
Kondisi sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023

sebanyak 24 orang PNS, dengan rincian berdasarkan golongan, tingkat pendidikan formal, dan

jenis kelamin disajikan dalam Gambar 2.2 — Gambar 2.4.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

>
Uraian % Jumlah
O]
1 Kepala Dinas 1 1
2 Sekretariat 4 2 6
3 Bidang Teknologi dan Informasi 4 1 5
4 Bidang Informasi dan Komunikasi 3 1 4
Publik
5 Bidang Statistik, Persandian dan 1 6 1 8
E-Government
Jumlah 2 17 5 24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Formal

Uraian S3 SMA Jumlah
1 Kepala Dinas 1 1
2 Sekretariat 1 3 2 6
3 Bidang Teknologi dan Informasi 1 3 1 5
4 Bidang Informasi dan Komunikasi 3 1 4
Publik
5 Bidang Statistik, Persandian dan 2 5 1 8
E-Government
Jumlah 5 14 3 2 24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian Laki-laki Perempuan
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretariat 5 1
3 Bidang Teknologi dan Informasi 4 1
4 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2 2
5 Bidang Statistik, Persandian dan E-Government 5 3
Jumlah 17 7

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Disamping itu, terdapat Tenaga Honorer yang berkerja pada Dinas Komunikasi dan
Informatika. Berdasarkan data per Desember 2023 bahwa Tenaga Honorer yang ada pada
Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 33 pegawai. Jika dibandingkan dengan jumlah

Pegawai Negeri Sipil maka dapat disajikan tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.4 Perbandingkan Pegawai Negeri Sipil dengan
Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika

No Status Kepegawaian Jumlah Prosentase
1 | PNS 24 42,1%
2 | Tenaga Honorer 33 57,9%
58 100%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2023

Komposisi Status Kepegawaian

PNS
42,1
0

HONORE
R

B7 Q0~

% Kebutuhan Ideal Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terdiri atas sekretariat dan 3 bidang yaitu
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi dan Informatika dan Bidang Statistik,

Persandian dan e-Government. Interpretasi dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

> Sekretariat

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada
unit kerja Sekretariat sebanyak 8 pegawai, sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada
pada sekretariat sebanyak 12 pegawai ASN.

N[o] SEINGIEE Exiting Ideal
1 Perencana 1 3
2 Kasubbag Keuangan dan Aset 1 1
3 Kasubbag Umum dan Kepegawaian 1 1
4 Pengadministrasian Umum 2 3
5 Pengolah data perencanaan penganggaran 0 1
6 Penyusun program anggaran dan Pelaporan 0 1
7 Analisis sumber daya aparatur 0 1
8 Arsiparis 0 1

Jumlah 6 12

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada
unit kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 5 pegawai ASN, sedangkan
kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak

9 pegawai ASN.
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Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Exiting

1 Kabid Informasi dan Komunikasi Publik 1 1
2 Kasi informasi publik 1 1
3 Kasi kehumasan dan kemitraan 1 1
4 Kasi komunikasi publik 1 1
5 Analis humas 0 1
6 Pengadministrasian analisis dan kemitraan media 0 1
7 Penyusun dokumen kesenian dan perfilman 0 1
8 Penata liputan 0 1
9 Pengadministrasian keuangan 1 1

Jumlah 5 9

» Bidang Teknologi dan Informatika

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada

unit kerja Bidang Teknologi Informatika sebanyak 4 pegawai ASN, sedangkan kebutuhan

ideal pegawai yang ada pada Bidang Teknologi Informatika sebanyak 10 pegawai ASN.

Bidang Teknologi dan Informatika Exiting
1 Kabid Teknologi Informatika 1 1
2 Kasi Infrastruktur Teknologi 1 1
3 Kasi Manajemen dan Integrasi Sistem 1 1
4 Pranata teknologi informasi komputer 0 6
5 Pengadministrasian keuangan 1 1
Jumlah 4 10

» Bidang Statistik, Persandian dan E-Government

Data eksisting pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada
unit kerja Bidang Statistik, Persandian dan E-Government sebanyak 6 pegawai ASN,
sedangkan kebutuhan ideal pegawai yang ada pada Bidang Statistik, Persandian dan

E-Government sebanyak 10 pegawai ASN.

Bidang Statistik, Persandian dan E-Government Exiting

=
=

Kabid Statistik, Persandian dan E-Government
Kasi statistik

Kasi aplikasi, persandian dan keamanan

Kasi tata kelola e-government

Analisis statistik

Pranata teknologi informasi komputer
Sandiman

Pengadministrasian keuangan

Jumlah

N OB WN P

D[N OI O O k|-

2.3.2 Asset/Modal (Sarana dan Prasarana Pendukung)
Berdasarkan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD)
per 31 Oktober 2023, aset BMD yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam
Tabel 2.1. Jumlah aset yang dimiliki tersebut berada dalam berbagai kondisi, termasuk BMD
dengan kondisi rusak, namun belum dihapus dari Buku Aset milik Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Cirebon.
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Tabel 2.5 Rekapitulasi Aset yang Dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Nama Bidang Barang Volume/ Satuan Keterangan

1 GOLONGAN TANAH
Tanah 3 Bidang
2 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
Alat-alat Besar
- Transportable Generating Set 2 Unit
Alat-alat Angkutan
- Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) 5 Unit
- Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) 11 unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga
Lemari besi 25
- Lemari kayu 7
- Rak besi 16
- Rak kayu 1
- Filling Cabinet besi 8
- Brandkas 1
3
2

- Lemari sorok
- Lemari kaca
- CCTV 28
- Elektronik white board 1
- Alat penghancur kertas 1
- Mesin absensi 1
- Alat pengaman/sinyal 7

2

6

3

- LCD projector/infocus
- Meja rapat

- Meja resepsionis

- Meja % biro 30
- Kursi rapat 99
- Kursi tamu 5
- Kursi putar 65
- Meja komputer

- Sofa

- Mesin penghisap debu

- Lemaries

- AC Splity

- Exhaust Fan

- Kompor gas

- Tabung gas

- Radio

- Televisi

- Sound system

- Microphone

- Unit power supply

- Tangga alumunium

- Dispenser

- Podium

- Handycam

- Audio mixing portable

- Audio visual

- Digital LED Running Text
- Video monitor

- Video mixer

- Camera film

- Lensa kamera

- GPS receiver

~ w N N N
~jo|F Rl wl BNk |G RNk R N oo N B R S R & B e ko B

- PC

- Laptop

- Notebook

- Scanner

- Printer 21

- Server 28

- Router 10

Rak server 4
3 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan gedung kantor 5

- Bangunan parker terbuka semi permanen 1

- Taman 1

- Bangunan menara radio 1

- Bangunan menara antenna microwave/parabolic 16
4 GOLONGAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI

- Instalasi komunikasi elektronik 41

- Jaringan transmisi tegangan 100 s/d 300 KVA 2

- Jaringan telepon diatas tanah kapasitas kecil 1
5 GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA

- Video 2
6 GOLONGAN ASET LAINNYA

- Software 28

- Kajian 21

Sumber : Data Aset Desember Tahun 2023
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2.2.3. Sarana Penyebaran Informasi Dalam Pelayanan Publik

Informasi merupakan aset penting bagi suatu organisasi untuk mendukung efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, aset informasi yang
dimiliki, selain mendukung pencapaian kinerja pelaksanaan tugas, juga merupakan produk
yang harus disebarluaskan sebagai bagian dari pelayanan publik Dinas Komunikasi dan
Informatika. Sarana penyebaran informasi yang dimiliki oleh Diskominfo Jawa Barat disajikan
dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rekapitulasi Sarana Penyebaran Informasi yang Dimiliki
Dinas Komunikasi dan Informatika

No. Uraian

1. Papan Pengumuman

Website Dinas:

2. a. (diskominfo.jabarprov.go.id)

b. (ppid.cirebonkab.go.id)

c. (opendata.cirebonkab.go.id)

Website Kabupaten (cirebonkab.go,id)

Front office khusus pelayanan informasi

5. WA dan Media Sosial :

a. Instagram @diskominfokabcirebon, @cirebonkab,
@cirebonkabsaberhoaks

b. Facebook @diskominfokabcirebon, @cirebonkab

c. TikTok @humas_ikp_cirkab
d. Youtube @cirebonkabtv

6. Manajemen email:
a. (diskominfo@cirebonkab.go.id)
7. Videotron

8. Mobil Wawar Keliling

Sumber: Hasil pengumpulan data tahun 2023

w

>

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 — 2024, Dinas
Komunikasi dan Informatika mengampu 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti yang
disampaikan pada Tabel 2.7.
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Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

. . Target IKU Perangkat Daerah Realisasi IKU Perangkat Daerah Capaian IKU Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama Satuan (dalam %)
Perangkat Daerah 2021 | 2022 | 2023 2021 2022 2023 | 2024 2020 | 2021 | 2022 2023
1. Indeks Domain Tata Persen 2,57 2,67 2,77 2,87 2,97 2,57 2,00 2,70 2,40 - 100 71,54 97,47 83,62 -
Kelola SPBE
2. Indeks Keterbukaan Poin 56,63 40 45 50 57 31,87 76,69 81,70 90,92 - 56,28 184,70 | 181,56 (181,84 | -

Informasi Publik

3. Persentase pengelolaan Persen 40 52.50 65 77,50 90 58,05 57,50 76,35 77,52 - 145,13 | 109,52 | 117,46 |100,03 -
dan layanan data
statistik sektoral

4, Indeks Keamanan Level 1l Il Il 1] 1l Il Il Il [] - 100 100 100 100
Informasi (KAMI)

5. Indeks Kepuasan Poin 3,55 3,57 3,59 3,61 3,63 3,56 3,572 3,594 3.612 - 100 100,06 | 100,14 |100,06 | -
Masyarakat

Sumber: LKIP Diskominfo Tahun 2020-2022 ; Aplikasi Simonek

11|10



Sasaran kesatu dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 -
2024 adalah “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi” yang diukur kinerjanya dengan indikator indeks domain
tata kelola SPBE. Kinerja pada sasaran ini, pada tahun 2020, telah mencapai 2.57 poin.
Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.00 poin. Hal ini dikarenakan
terdapat perubahan instrumen pengukuran indikator berdasarkan Permenpan RB Nomor 59
tahun 2020. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan capaian kinerja menjadi 2.70
poin, hal ini didukung dengan upaya-upaya dalam meningkatkan aspek perencanaan

strategis SPBE dan aspek penyelenggara SPBE .

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah indikator yang mengukur kinerja sasaran
“Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan
informasi publik”. Pada Tahun 2020-2023, pelaksanaan monitoring dan evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan
Publik. Hasil monitoring dan evaluasi pada periode tersebut menunjukkan trend peningkatan
kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yang disebabkan : (1) Komunikasi antara
pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik karena
pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawa. Namun, komunikasi antara
implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi
dengan baik, (2) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik
cukup memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan portal
website dalam mempublikasikan data dan informasi, (3) Sikap-sikap implementor dalam
mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik, dapat dikatakan baik karena
berupaya menaati peraturan, saling mendukung antara pihak-pihak yang terkait juga adanya
kerjasama yang dilakukan oleh implementor merupakan sikap-sikap yang mampu
menunjang terjadinya implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik menjadi lebih
maksimal.

Sasaran ketiga adalah “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” yang diukur
kinerjanya dengan indikator Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral. Kinerja
pada sasaran ini juga mengalami trend kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022
dan telah mencapai 100% melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini didukung
(1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target keterisian data Sistem Informasi
Pembangunan Daerah dan terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik.

Sasaran keempat “Terwujudnya penyelenggaraan persandian” diukur kinerjanya
melalui indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Capaian pada tahun 2020 sampai

dengan tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan yaitu Level Il. Walaupun
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demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat masih perlu adanya peningkatan
kinerja dalam area keamanan informasi: Kerangka Kerja dan Pengelolaan Aset, untuk
mencapai angka Indeks Keamanan Informasi yang maksimal.

Sasaran kelima “Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon” dengan indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat. Capaian kinerja pada sasaran ini mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun
sehingga diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika termotivasi untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepada perangkat daerah lain ataupun masyarakat.

Alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan kenaikan dari
tahun 2020 — 2023. Hal ini disebabkan adanya program prioritas pembangunan dalam

penguatan infrastruktur IT dan SPBE di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020

Uraian

Anggaran (Rp)

Capaian

EEEURESIN(RI0) ‘

(%)

Program Pelayanan Administrasi 808.628.900,00 801.272.649,00 99,09
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan 148.040.000,00 147.677.517,00 99,76
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan 84.674.700,00 82.264.950,00 97,15
Pengembangan Sistem pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangan Sistem 42.853.800,00 42.853.550,00 99,99
Perencanaan Sektoral
Program Pengelolaan Informasi 1.558.680.500,00 1.515.644.485,00 97,24
dan Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi 7.088.512.200,00 6.942.863.771,00 97,95
Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik 606.529.700,00 599.727.744,00 98,88
Sektoral
Program Penyelenggaraan 141.231.500,00 132.519.584,00 93,83
Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah
Program Pengawasan, 66.705.000,00 65.486.084,00 98,17
Pengendalian dan Pembinaan
Menara Telekomunikasi

JUMLAH 10.545.856.300,00 10.330.310.334,00 97,96
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Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021 - 2023

Anggaran pada tahun

Realisasi Anggaran pada tahun

Rasio antararealisasi dan anggaran

Uraian tahun (dalam %)
2022 2022 2021 2022 2023 ‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Penunjang Urusan 5.405.314.392,00 5.983.966.717,00 6.360.782.570,00 4.912.406.118,00 5.603.199.626,00 5.738.495.927 90,88 93,64 90,22
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Program Informasi dan 2.943.686.050,00 2.893.403.900,00 4.259.555.300,00 2.915.037.104,00 2.881.549.528,00 4.249.597.010 99,03 99,59 99,77
Komunikasi Publik
Program Aplikasi Informatika 4.060.741.220,00 4.369.786.724,00 5.986.451.518,00 4.040715.870,00 4.362.712.801,00 5.924.097.397 99,51 99,84 98,96
Program Penyelenggaraan 626.366.150,00 319.609.650,00 606.160.100,00 603.326.964,00 318.933.311,00 599.848.174 96,32 99,79 98,96
Statistik Sektoral
Program Penyelenggaraan 240.391.900,00 195.884.050,00 222.754.500,00 238.790.260,00 195.875.410,00 222.510.492 99,33 99,99 99,89
Persandain untuk Pengamanan
Informasi
JUMLAH 13.276.499.712,00 13.762.651.041,00 17.435.703.988,00 12.710.276.316,00 13.362.270.676,00 16.734.549.000 95,74 97,09 95,98
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2.4

2.5

251

252

253

Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah: Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Masyarakat Kabupaten Cirebon, mitra media
(massa, online, FK METRA, KIM, RTIK) dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kekuatan
a. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai;
b. Tersedianya SDM dengan jumlah dan kualitas yang cukup memadai;

c. Tersedianya regulasi sebagai dasar penyediaan layanan Perangkat Daerah.

Kelemahan

a. Pemanfaatan sarana prasarana belum optimal;

b. Belum meratanya jumlah dan kualitas SDM setiap Perangkat Daerah;

c. Proses bisnis Perangkat Daerah yang belum terintegrasi, baik dalam lingkup Perangkat
Daerah.

Peluang

a. Fungsi Perangkat Daerah sebagai organisasi inti dalam pengembangan SMART
Government berbasis data dan informasi yang akurat dan aman;

b. Pembentukan Team of Teams lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam
penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta

bidang persandian.

254 Tantangan

a. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berjalan sangat cepat;
b. Pemahaman akan sistem teknologi informasi masih rendah;

c. Perubahan kebijakan pemerintah.
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BAB I

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil peran dalam isu strategis lingkup bidang
pemerintahan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yaitu untuk isu strategis
reformasi birokrasi dan isu strategis e-government. Sementara itu, capaian kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika pada periode tahun 2019 — 2023 menunjukkan masih ada indikator
kinerja yang belum tercapai. Mandat yang diharapkan untuk dilaksanakan Dinas Komunikasi dan
Informatika serta capaian kinerja yang dihasilkan menjadi bahan dalam penyusunan
permasalahan dan ditetapkan sebagai isu strategis Dinas yang harus dikelola untuk

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada periode berikutnya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja

a.

Sub Urusan Aplikasi Informatika

Permasalahan pada Sub Urusan Aplikasi Informatika terhadap capaian kinerja pada Indeks

Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah :

1) Belum tersedianya rujukan untuk penyusunan kebijakan internal tata kelola SPBE secara
lengkap;

2) Belum dilakukan reviu dokumen perencanaan strategis SPBE secara berkala;

3) Belum optimalnya penyelenggaraan Tim Koordinasi SPBE;

4) Belum tersedianya pedoman pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

5) Belum terintegrasinya layanan administrasi pemeirntahan dalam satu kanal.

. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Permasalahan pada Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik terhadap capaian kinerja

pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah :

1) Belum dipahaminya kewajiban penyampaian informasi publik sesuai regulasi;

2) Belum adanya mekanisme agar informasi dapat dibagi pakaikan antar perangkat
daerah;

3) Belum maksimalnya kerja sama dalam mekanisme penyampaian informasi publik;

4) Belum tersedianya kebijakan yang menyeluruh terkait hak dan kewajban publik atas

informasi.

Urusan Statistik

Permasalahan pada Urusan Statistik terhadap capaian kinerja pada penyelenggaraan
pengelolaan dan layanan statistik sektoral adalah :

1) Belum dilaksanakannya reviu atas kebijakan/regulasi penyelenggaraan Satu Data

secara berkala;
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2) Belum dilaksanakannya regulasi terkait penyelenggara Statistik Sektoral secara
maksimal;

3) Belum tersedianya tata kelola pemanfaatan data, baik data statistik maupun data
spasial, yang menyeluruh;

4) Setiap data yang dihasilkan Perangkat Daerah selaku Produsen data tidak memiliki
metadata, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi sehingga

menyebabkan kesalahan interpretasi data;

d. Urusan Persandian

Permasalahan pada Urusan Persandian terhadap capaian kinerja pada Indeks Keamanan

Informasi adalah :

1) Belum dilaksanakannya kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan
keamanan informasi secara maksimal;

2) Belum optimalnya penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNI
ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

3) Belum semua pelaksana pengamanan informasi memiliki kompetensi sesuai standar yang

dipersyaratkan.

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses
keselarasan perencanaan antara tingkat Provinsi maupun Nasional. Oleh karena itu, dalam
penyusuinan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan telaahan terhadap Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Badan Pusat Statistik dan Renstra Badan
Siber dan Sandi Negara. Penelahaan terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran

dan indikator tujuan Renstra Kementerian/Lembaga.

a. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika
Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai
3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah
Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri,

pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024

‘ No. Sasaran Strategis Program

1 Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan Program Penyediaan Infrastuktur
terjangkau Teknologi Informasi dan Teknologi

2 Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital

3 Meningkatnya konektivitas layanan pos

4 Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional

6 Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas Program Pengelolaan Spektrum
pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan Frekuensi, Standar Perangkat dan
informatika Layanan Publik

7 Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis

7 Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital Program Pemanfaatan Teknologi

8 Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah Informasi dan Komunikasi

9 Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Komunikasi Publik

10 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Program Dukungan

Manajemen
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b.

Tabel 3.2 Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Kemenkominfo Renstra Diskominfo Kab Cirebon
Tahun 2020-2024 Tahun 2025-2026

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis

Percepatan transformasi Terwujudnya masyarakat Meningkatkan Kualitas Meningkatnya tata kelola
digital dalam 3 (tiga) yang cerdas digital Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan
kerangka nasional yaitu Berbasis Elektronik berbasis elektronik
industri, pemerintahan

dan masyarakat D ukungan .
implementasi
digitalisasi pemerintah
Peningkatan kualitas Meningkatnya kualitas Meningkatnya keterbukaan
pengelolaan komunikasi pengelolaan informasi dan informasi publik
publik komunikasi publik
Penyediaan infrastruktur Meningkatnya cakupan -
TIK ke seluruh wilayah jaringan pita lebar yang
Indonesia cepat dan terjangkau
Meningkatnya konektivitas -
layanan pos
Terwujudnya konektivitas -
Next Generation

Broadband Nasional
Meningkatnya -
pemanfaatan spectrum
frekuensi radio dan kualitas
pengelolaan layanan
publik bidang pos,
telekomunikasi dan
informatika

Bedasarkan Tabel 3.2 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-
2026 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024. Adapun
untuk Tujuan “Penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia” berikut sasarannya

merupakan peran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Fokus Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai
3 (tiga) tujuan utama vyaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah
Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri,

pemerintahan dan masyarakat dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik

Tabel 3.3 Sasaran Strategis dan Program Kemenkominfo 2020-2024

Sasaran Strategis Program
Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah | Program Informasi Komunikasi
daerah provinsi jawa Barat Publik
2 | Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis | Program Aplikasi Informatika
Elektronik
3 | Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi
4 | Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik Program Penyelenggaraan
sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan | Statistik Sektoral
daerah
5 | Meningkatnya kualitas persandian dan keamanan Program Penyelenggaraan
informasi Persandian untuk Pengamanan
Informasi
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Tabel 3.4 Sandingan Tujuan dan Sasaran Diskominfo Jabar dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Diskominfo Jabar Renstra Diskominfo Kab Cirebon
Tahun 2024-2026 Tahun 2025-2026
Tujuan SEREIERSHEE ]S Tujuan Sasaran Strategis
Terciptanya Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya
demokrasi dan keterbukaan informasi Kualitas Sistem | keterbukaan informasi
birokrasi yang publik Pemerintah Pemerintahan publik
berkualitas dan daerah provinsi jawa Berbasis
didukung oleh Bara't - Elektronik :
inovasi daerah M_enlngkatnya.kuahtas Meningkatnya tata kelola
Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik berbasis elektronik
Terpenuhinya dukungan Meningkatnya layanan
manajemen perkantoran penunjang urusan
komunikasi dan
informatika, urusan
statistik dan urusan
persandian
Meningkatnya Meningkatnya
pengelolaan dan layanan pengelolaan dan layanan
statistik sektoral dalam statistik sektoral
rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Meningkatnya kualitas Meningkatnya
persandian dan pengelolaan persandian
keamanan informasi dan keamanan informasi

c. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik
Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina
statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka
mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-
2024 menetapkan Visi Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yaitu:
“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”
Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:
1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional,
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan,
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik

Nasional,

4., Membangun SDM vyang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme,

integritas dan amanah.
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Tabel 3.5 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026
Renstra Badan Pusat Statistik Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tahun 2020-2024 Tahun 2025-2026

Tujuan Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis

Menyediakan data Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya

statistik untuk pemanfaatan data Kualitas Sistem pengelolaan dan
dimanfaatkan statistik yang Pemerintahan layanan statistik
sebagai dasar berkualitas Berbasis Elektronik sektoral
pembangunan

Meningkatnya Penguatan

kolaborasi, komitmen K/L/D/I

integrasi, dan terhadap SSN

standarisasi dalam
penyelenggaraan
SSN

Meningkatnya Penguatan statistik
pelayanan prima sektoral K/L/D/I
dalam
penyelenggaraan
SSN

Bedasarkan Tabel 3.3 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Pusat Statistik Tahun
2020- 2024

. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024 mengedepankan pembangunan
siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan
siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam
melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan,
mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber
yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan
Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan
Sandi Negara. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan

Siber dan Sandi Negara sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:
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Tabel 3.6 Tujuan dan Sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2020-2024

Sasaran

1 Terwujudnya kedaulatan keamanan Meningkatnya Maturitas Keamanan Siber di
Siber Indonesia Indonesia

Terwujudnya penyelenggaraan

keamanan siber dan sandi yang prima

Tabel 3.7 Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN dengan
Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Renstra Badan Siber dan Sandi Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon
Negara Tahun 2020-2024 Tahun 2025-2026
Tujuan Sasaran Strategis ‘ Tujuan Sasaran Strategis
Terwujudnya Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya
kedaulatan Maturitas Keamanan Kualitas pengelolaan persandian
keamanan Siber Siber di Indonesia Sistem dan keamanan informasi
Indonesia Pemerintahan
Terwujudnya Berbasis
penyelenggaraan Elektronik

keamanan siber dan
sandi yang prima

Bedasarkan Tabel 3.7 bahwa sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2020-2024.

3.3 Mandat Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan

Persandian

a. Mandat Urusan Komunikasi dan Informatika :
Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik :
1) Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
2) Monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
3) Penyusunan strategi komunikasi publik;
4) Penyusunan konten;
5) Diseminasiinformasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
6) Pelayanan informasi publik;
7) Relasi media;
8) Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
9) Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;
10) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi di daerah dalam rangka

penyelesaian sengketa informasi.

Sub Urusan Aplikasi Informatika :
1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain

di Lingkup Pemerintah Daerah;
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2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah :

a) Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah, meliputi : arsitektur SPBE, Peta Rencana
SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi
Elektronik, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE;

b) Manajemen SPBE, meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan informasi,
manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan,
manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE;

c) Audit TIK (audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi khusus, audit keamanan
infrastruktur SPBE, audit keamanan aplikasi khusus);

d) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;

e) Promosiliterasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;

f) Penyelenggaraan provinsi cerdas dengan memfasilitasi keterhubungan data dan/atau
informasi, menyiapkan kebijakan penyelenggaraan provinsi cerdas, menyiapkan
dukungan infrastruktur TIK dan aplikasi khusus, menyiapkan SDM yang kompeten di

bidang TIK, menyelenggarakan ekosistem TIK.

b. Mandat Urusan Statistik :

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 :
1) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, terdiri dari :

a) Perencanaan data;
b) Pengumpulan data;
c) Pemeriksaan data; dan
d) Penyebarluasan data.

2) Penyelenggaraan survei dan hasilnya dipublkasikan harus mengikuti rekomendasi dari BPS.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 :

1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik;
2) Duplikat Informasi Geospasial Tematik sebagai bahan perpustakaan/kearsipan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang

bertanggungjawab di bidang perpustakaan/kearsipan;
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 :

1) Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
2) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan yang melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data dan

Informasi Geospasial.

c. Mandat Urusan Persandian (berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019):
1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota :
a) Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
b) Pengelolaan sumberdaya keamanan informasi;
c) Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;

d) Penyediaan layanan keamanan informasi.
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2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan
kabupaten/kota :
a) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi;

b) Analisis pola hubungan komunikasi sandi.

3.4 Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2025

Prioritas pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan untuk tahap akhir
periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Cirebon Tahun
2024 — Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Komunikasi dan Informatika, diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas
pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam
manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan
publik;

b. Bidang Statistik, diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akses, akurasi dan kecepatan
pemenuhan Data Pembangunan;

c. Bidang Persandian, diarahkan pada pengamanan informasis, melalui upaya peningkatan
kualitas keamanan informasi.

3.5 Penetapan Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah. Kriteria masalah yang layak untuk

menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

. Memiliki dampak yang signifikan bagi Daerah;

a
b. Bersifat penting, mendasar, dan mendesak;

c. Memiliki jangka waktu menengah atau panjang;

d. Menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang

akan datang.

Memperhatikan kriteria penetapan isu strategis; mandat penyelenggaraan urusan
Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; prioritas pembangunan bidang
komunikasi dan informatika dalam RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2005 — 2025, isu
strategis Dinas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan tata kelola SPBE, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi SPBE;

2. Optimalisasi teknologi informasi danlam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

3. Tata kelola penyampaian informasi publik, yang mencakup penyampaian informasi publik
berdasarkan klasifikasinya, serta mekanisme berbagi informasi antar Perangkat Daerah;

4. Tata kelola penyelenggara dan penyelenggaraan data statistik sektoral;

5. Tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu kepada kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 — 2026 harus selaras dengan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 — 2026. Tujuan dan sasaran
pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 —
2026 mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026 dengan indikator kinerja sasaran ditetapkan secara realistis hamun

mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki.

Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Tujuan
dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026

Sasaran RPD Sasaran Renstra

Tujuan RPD

Tujuan Renstra

1. Mewujudkan sistem tata
kelola pemerintahan yang

Meningkatkan
akuntabilitas tata kelola

Meningkatnya
akuntabilitas

Meningkatnya layanan
penunjang urusan

berbasis Elektronik
(SPBE)

adaptif, inovatif dan pemerintahan kinerja perangkat komunikasi dan
kolaboratif Indikator: daerah info_rm_atika, urusan
. ) statistik dan urusan
Nilai SAKIP Indikator; persandian
Nilai SAKIP
2. Mewujudkan Sistem Tata | Meningkatnya Meningkatkan 1. Meningkatnya tata
Kelola Pemerintahan Akuntabilitas Tata Kualitas Sistem kelola Sistem
yang Adaptif, Inovatif dan | Kelola Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
Kolaboratif Berbasis berbasis elektronik
Indikator : Elektronik )
Indeks Sistem 2. Meningkatnya .
Indikator : Pemerintahan berbasis Indikator : keterbukaan informasi
Indeks Reformasi Elektronik (SPBE) Indeks Sistem publik Pemerintah
Birokrasi Pemerintahan

3. Meningkatnya
pengelolaan dan
layanan statistik
sektoral

4. Meningkatnya

pengelolaan
persandian dan
keamanan informasi

Indikator Sasaran adalah alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil
(Outcome). Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai
dengan target selama 2 (dua) tahun dapat dicermati pada tabel 4.2, tabel 4.3 dan tabel 4.4

berikut ini :
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Tabel 4.2 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Rumus Kondisi Vel el
Perhitungan Th. 2024 2025 2026
Meningkatnya layanan Nilai LKIP Nilai Total dari nilai 70,70 70,75 70,80
penunjang urusan persepsi per
komunikasi dan unsur dibagi
informatika, urusan total unsur yang
statistik dan urusan terisi dikali nilai
persandian penimbang
Meningkatnya tata Indeks Domain Poin Rata-rata nilai 2,97 2,98 2,99
kelola Sistem Tata Kelola Sistem tertimbang dari
Pemerintahan Pemerintahan tingkat
berbasis elektronik Berbasis Elektronik kematangan
(SPBE) Domain Tata
Kelola
SPBE
Indeks Domain Poin Rata-rata nilai 3,00 3,05 3,10
Layanan Sistem tertimbang dari
Pemerintahan tingkat
Berbasis Elektronik kematangan
(SPBE) Domain
Layanan
SPBE
Meningkatnya Indeks Pain Rata-rata nilai 57 75 80
keterbukaan Keterbukaan tertimbang dari
informasi publik Informasi Publik sub indikator
Pemerintah keterbukaan
informasi
publik
Meningkatnya Tingkat Persen Jumlah data 80 80 85
pengelolaan dan ketersediaan data statistik sektoral
layanan statistik statistik sektoral yang telah
sektoral dimutakhirkan
/Jumlah total
data statistik
sektoral yang
harus
disediakan x
100%
Meningkatnya Indeks Keamanan Level Jumlah angka Il Il 11l
pengelolaan Informasi (KAMI) tertimbang dari
persandian dan tingkat
keamanan informasi kematangan
setiap area
keamanan
informasi
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Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program

) Target
Sasaran Program Indikator Kinerja Rumus Perhitungan Satuan 2025 2026
Terpenuhinya Nilai IKM Diskominfo Total nilai persepsi per unsur dibagi Poin 90,50 90,60
layanan total unsur yang terisi dikali nilai
administrasi penimbang
perkantoran
Meningkatnya Persentase jaringan Jumlah perangkat daerah yang yang Persen 100 100
layanan administrsi | TIK di lingkup mengimplementasikan layanan
pemerintahan dan | Pemerintah Kabupaten | administrasi pemerintahan dan layanan
layanan publik Cirebon publik / jumlah perangkat daerah
berbasis elektonik Kabupaten Cirebon x 100%
Persentase perangkat | Rata-rata persentase perangkat Persen 58,33 66,67
daerah yang daerah yang mengimplementasikan
mengimplementasikan | layanan administrasi pemerintahan dan
layanan administrasi layanan publik
pemerintahan dan
layanan publik
Meningkatnya Persentase masyarakat| Jumlah masyarakat yang menjadi Persen 81 82
masyarakat yang menjadi sasaran | sasaran penyebaran informasi publik,
Kabupaten Cirebon | penyebaran informasi | mengetahui kebijakan dan program
yang informatif publik, mengetahui prioritas pemerintah dan pemerintah
kebijakan dan program| daerah / Jumlah penduduk x 100%
prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah,
Meningkatnya Persentase perangkat | Jumlah perangkat daerah yang Persen 100 100
penggunaan data | daerah yang menggunakan data statistik dalam
statistik dalam menggunakan data melakukan evaluasi pembangunan
menyusun Evaluasi | statistik dalam daerah / Jumlah perangkat daerah
Pembangunan melakukan evaluasi Kabupaten Cirebon x 100%
Daerah Organisasi | pembangunan daerah
Perangkat Daera
Terselenggaranya | Tingkat keamanan Jumlah nilai per area keamanan Persen 63,38 70,42
persandian untuk informasi informasi/ Jumlah area penilaian x
pengamanan 100%
informasi
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerj Sat Target
ndi r Kiner
egiata ato erja atuan 2025 2026
Tersedianya perangkat daerah | Jumlah perangkat daerah yang Perangkat 100 100
yang terkoneksi jaringan terkoneksi jaringan internet yang daerah
internet disediakan
Terselenggaranya perangkat Jumlah perangkat daerah yang Perangkat 100 100
daerah yang menggunakan menggunakan layanan daerah
layanan infrastruktur SPBE infrastruktur SPBE
Terlaksananya kebijakan dan Jumlah kebijakan dan program Konten 5000 5500
program prioritas pemerintah prioritas pemerintah yang
yang terinformasikan kepada terinformasikan kepada
masyarakat sesuai (STRAKOM) masyarakat sesuai (STRAKOM)
dan SOP yang telah ditetapkan dan SOP yang telah ditetapkan
Termanfaatkannya data Jumlah perangkat daerah yang Perangkat 31 31
statistik daerah oleh perangkat memanfaatkan buku statistik daerah
daerah daerah
Tersedianya sistem elektronik Jumlah sistem elektronik yang Sistem 3 3
yang menerapkan prinsip menerapkan prinsip sistem elektronik
sistem manajemen keamanan manajemen keamanan informasi
informasi
Terselenggaranya titik yang Jumlah titik yang diamankan Perangkat 4 5
diamankan dibanding dengan dibanding dengan jumlah daerah
jumlah seluruh titik pada seluruh titik pada pemerintah
pemerintah daerah daerah berdasarkan Pola
berdasarkan Pola Hubungan Hubungan Komunikasi Sandi
Komunikasi Sandi (PHKS) (PHKS) yang ditetapkan
yang ditetapkan
Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen Perencanaan, Dokumen 22 21
Perencanaan, Penganggaran Penganggaran dan Evaluasi
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah yang
Daerah telah disusun
Tersusunnya laporan Jumlah laporan Administrasi Laporan 26 26
Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen Administrasi Dokumen 1 1
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Terpenuhinya layanan Jumlah jenis layanan Jenis 8 8
Administrasi Umum Perangkat Administrasi Umum Perangkat
Daerah Daerah
Terpenuhinya Pengadaan Jumlah jenis Pengadaan Barang Jenis 4 4
Barang Milik Daerah Milik Daerah penunjang urusan
penunjang urusan pemerintah pemerintah Daerah yang
Daerah yang diadakan diadakan
Terpenuhinya penyediaan Jumlah jenis penyediaan Jasa Jenis 6 6
Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang Pemerintahan Daerah yang
tersedia tersedia
Terpenuhinya Pemeliharaan Jumlah jenis Pemeliharaan Jenis 5 5

Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah yang
terpelihara

Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
yang terpelihara
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Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026

Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya menjadi instansi pemerintah yang
berorientasi pada hasil dengan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif

dan efisien. Adapun desain kinerja dapat diuraikan pada Cascading sebagai berikut:
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Tujuan RPD

(VETELRITVED]
RPD

Indikator
Kinerja

Sasaran RPD

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Tabel 4.5 Cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 — 2026

Uraian Tujuan
Diskominfo

Tujuan Diskominfo

Indikator
Tujuan

2025

Target

Uraian Sasaran
Diskominfo

Sasaran Diskominfo

Indikator
Sasaran

2025

Target
2026

Uraian Program

Sasaran Program

Indikator Program

Target

2025

2026

Uraian Kegiatan

2 3 4 & 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mewujudkan Indeks Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Nilai SAKIP 68,5 69 Meningkatnya Nilai LKIP 70,75 70,80 Program Penunjang Nilai IKM Diskominfo 90,50 90,60 Perencanaan, Penganggaran dan
Sistem Tata Reformasi akuntabilitas tata akuntabilitas tata akuntabilitas kinerja Urusan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kelola Birokrasi kelola kelola perangkat daerah Pemerintahan
Pemerintahan pemerintahan pemerintahan Urusan Pemerintah Administrasi Keuangan Perangkat
yang Adaptif, Daerah Daerah
Inovatif dan Kabupaten/Kota
Kolaboratif Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Meningkatnya Indeks SPBE Meningkatkan Indeks SPBE 325 327 Meningkatnya Tata Indeks 2,98 2,99 Program Aplikasi Persentase perangkat daerah 100 100 Pengelolaan Nama Domain yang
Akuntabilitas Kualitas Sistem Kelola dan Layanan Domain Tata Informatika terfasilitasi jaringan TIK telah ditetapkan oleh Pemerintah
Tata Kelola Pemerintahan Sistem Kelola SPBE Pusat dan Sub Domain di Lingkup
Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Elektronik berbasis elektronik
Indeks 3,05 3,10 Persentase perangkat daerah 58,33 66,67 Pengelolaan e-Government di
Domain yang mengimplementasikan Lingkup Pemerintah Daerah
Layanan layanan administrasi Kab/Kota
SPBE pemerintahan dan layanan
publik
Meningkatnya Indeks 75 80 Program Informasi Persentase masyarakat yang 81 82 Pengelolaan Informasi dan
keterbukaan Keterbukaan dan Komunikasi menjadi sasaran penyebaran Komunikasi Publik Pemerintah
informasi publik Informasi Publik informasi publik, mengetahui Daerah Kab/Kota
Publik kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan
pemerintah daerah
Meningkatnya Tingkat 80 85 Program Persentase perangkat daerah 100 100 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
pengelolaan dan Ketersediaan Penyelenggaraan yang menggunakan data Lingkup Daerah Kab/Kota
layanan statistik Data Statistik Statistik Sektoral statistik dalam melakukan
sektoral Sektoral evaluasi pembangunan
daerah
Meningkatnya Indeks 2 3 Program Persentase kegiatan strategis 63,38 70,42 Penyelenggaraan Persandian untuk
pengelolaan Keamanan Penyelenggaraan yang telah diamankan melalui Pengamanan Informasi Pemerintah
persandian dan Informasi Persandian untuk kegiatan pengamanan sinyal Daerah Kab/Kota
keamanan informasi (KAMI) Pengamanan
Informasi Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi antar Perangkat
Daerah Kab/Kota
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disajikan pada bab sebelumnya akan dicapai
melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang
berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran Renstra.
Selanjutnya arah kebijakan menjadi penjabaran strategi yang menjadi rujukan untuk penentuan
program prioritas pencapaian sasaran pembangunan. Mengacu kepada kepada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan
Perangkat Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026.

Memperhatikan sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan permasalahan
dan isu strategis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, strategi
dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam
Tabel 5.1.
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Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan kualitas Peningkatan kesesuaian Perencanaan
akuntabilitas tata akuntabilitas kinerja pelayanan perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas;
kelola perangkat daerah dan pelaporan Dinas Peningkatan ketersediaan data dan informasi
pemerintahan Dinas;
Peningkatan kesesuaian laporan kinerja dan
laporan keuangan Dinas
Peningkatan kualitas Peningkatan akurasi dan kecepatan dalam
pelayanan administrasi pengelolaan keuangan Dinas.
keuangan Dinas
Peningkatan kualitas dan Pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk
kuantitas sarana dan mendukung kinerja pegawai;
prasarana kerja yang sesuai Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja
standar untuk mendukung kinerja pegawai.
2. Meningkatkan Meningkatnya tata Peningkatan kualitas Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Kualitas Sistem kelola dan layanan penyelenggaraan tata kelola Rencana SPBE;
Pemerintahan Sistem SPBE Pengembangan inovasi proses bisnis

Berbasis Elektronik

Pemerintahan
berbasis elektronik

SPBE;

Peningkatan layanan pusat data;
Peningkatan layanan jaringan intra
pemerintah;

Peningkatan penggunaan sistem
penghubung layanan instansi;
Peningkatan Tim Koordinasi SPBE;

Perbaikan kebijakan tata kelola SPBE;

Peningkatan kualitas layanan
SPBE

Penataan proses bisnis administrasi
pemerintahan dan pelayanan publik;
Penyelenggaraan layanan SPBE secara
terintegrasi;

Meningkatnya
keterbukaan
informasi publik

Peningkatan kualitas tata
kelola informasi dan
komunikasi publik;

Peningkatan keterbukaan informasi publik;
Penyusunan regulasi tata kelola pengelolaan
informasi dan komunikasi publik;
Optimalisasi peran dan fungsi PPID.

Peningkatan kualitas
pelayanan informasi dan
komunikasi publik melalui
berbagai media komunikasi;

Peningkatan penyebarluasan informasi publik
dengan materi yang berkualitas;
Optimalisasi penyelenggaraan hubungan media
dan kemitraan komunitas;

Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi
publik;

Pengembangan kapasitas sumber daya
komunikasi publik;

Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
Optimasi media komunikasi publik milik
pemerintah;

Peningkatan kualitas pengelolaan
pengaduan masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan publik
Penyediaan dukungan terhadap
kelembagaan Komisi Informasi.

Meningkatnya
pengelolaan dan
layanan statistik
sektoral

Peningkatan ketersediaan
data dan informasi statistik
sektoral yang tervalidasi dan
terverifikasi

Meningkatkan kepercayaan pengguna data
sektoral terhadap kualitas data yang disajikan

Meningkatnya
pengelolaan
persandian dan
keamanan informasi

Peningkatan kualitas tata
kelola penyelenggaraan
keamanan informasi dan
persandian

Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon (Elektronik dan Non
Elektronik)

Optimasi kebijakan, strategi penerapan, dan
prosedur pengelolaan keamanan informasi;
Optimasi penerapan, pemantauan, evaluasi
dan perbaikan berkelanjutan SNI ISO/IEC
27001;

Peningkatan kompetensi SDM pengelola
keamanan informasi;

Peningkatan kesadaran keamanan informasi
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026, yaitu :
Meningkatnya tata kelola Sistem Pemerintahan berbasis elektronik;
Meningkatnya keterbukaan informasi publik ;
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral;

Meningkatnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi;

ok~ 0N PRE

Meningkatnya layanan penunjang urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan

urusan persandian

Sasaran tersebut dicapai melalui 5 (lima) program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yakni sebagai berikut:

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

o M 0N P

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada
Tahun 2025 - 2026 disajikan dalam tabel 6.1.

Vi1



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026

o J Keciat cub Indikator Kondi=i Aval Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Tujuan|Sazaran| Kode ragram ;;;“,cg'"‘ an / su Kinerja Tujuan, Sa=zaran,Program 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Perangkat Dasrah Lokasi
(oubcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatanioutput] K K K Rp K Rp K Rp Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 B ¥ a8 9 10 11 13 14 15
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Kinerja: Meningkatrys kualites Sistem Pemernintahan 31.07 3,2 | 3,25 |31.7E9. 458 800 | 3,27 |35.466.396.000 ) 3,27 |67 255. 754 800
Berbasis Elektronik, Paoin
Tolok Ukur: Indeks SFEE
Meningkatnya Tata Kzlala dan Layanan Sistzm Pemerintafhan Kinerja: Meningkatnys tata kelcla SPEE, i4 287 | 2,58 350.000.000 | 2,53 350.000.000 ) 2,592 T00.000.000
berbasis elektronik Tolok Ukur: Indeks Domein Tate Kelola SPEE Fain
03. PROGRAM APLIKAS] INFORMATIKA |Kinerja: M=ningkatryes perangkat de=rah berfasiitasi 1M 130 | 100 350.000.000 | 100 350.000.000| 10D 700.000.000
jaringan T, Persen
Tolok Ukur: Fersentase perangkat daerah terfasilitasi
jaringan TIK
03.2.01. Pengelolaan Nama Domain yang Kinerja: Ters=dianya perangkat da=rah yang Tl Tl Tl 350.000.000) 71 350.000.000) 71 T00.000.000
Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah | t=rkonessi jaringan intzrmet, perangkat
Pusat dan Sub Domain Di Lingkup |Tolok Ukur: Jumlah perangkat da=rah yang daerah
Pemerintah Daerah berkaoneksi jaringan int=rmet yang disediakan
Kabupaten/Kota
03.2.01.0:004. | Peng=lolsan Nama Domain dan Sub Kinerja: Terlaksanzanya P=ngelalsan Hama Domain 0 a =0 350.000.000) 50 350.000.000 ] 100 T00.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
Damain Penyelznggarasn Pemerintesh | dan Suk Domaein Penyelenggerasan Pemerintsh Da=rah Dokumen FERSAMDIAN DEM E- | Sumber -
Daereh dan Pengelclsan Nama Domain | dan Pengelalasn Nama Domain Pemerintah Desa, EOVERNMENT Kecamatan
Pemerintah Desa Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengelalaan Hama sumber}: -
Domain dan Sub Domain Femernintah Dasrab serks (Kelurahan Sumber
Domain Pemerintah Desa - Kecamatan
sumber}
Merningkatnya Tata Kelala dan Leyanan Sistem Pemerintahan Kinerja: Mzningkatnys layanan ZPBE, 3,75 3 305 |14.330.000.000| 3,1 |15.7ED.00D.ODD) 3.1 |30.110.000.000
berbasis el=ktronik Teolok Ukur;: Indeks Domain Leyanan SPEE Pain
03. PROGRAM APLIKAS] INFORMATIKA |Kinerja: M=ningkatrys perangkat de=rab yang 58,33 58,33 | 5B,33 | 14.330.000.000 | 66,67 | 15.7ED.000.000 | 65,67 | 30.110.000.000
mengimplementazikan layanan administrasi Persen
pemerintahan dan layanan publik,
Tolok Ukur;: Persentaze perangkat dserah yang
mengimplementazikan layanan administrasi
pemerintahan dan layanan publik
03.2.02. Pengelolaan e-government i Kinerja; Ters=lenggaranya perangkat da=rah yang Tl Tl 71 (14330000000 71 |15.7TED.ODOD.ODDY 71 |30.110.000.000
Lingkup Pemerintah Daerah menggunakan layanan infrastruktur SPEE, perangiat
Kabupaten/Kota Tolok Ukur: Jumlah perangkat da=rah yang daerah
menggunakan layanan infrastruktur SPEE
03.2.02.0015. | Fasilitasi peny=l=nggaraan SFBEE di Kinerja; Terlaksananya Fasilitasi Fenyel=nggaraan 1 12 12 400.000.000) 1z 500.000.000) 24 900.000.000 | BIDANG STATIETIE, = (Kelurahan
lingkkungan Pemda SPEE di ingkungan Pemda, Lagoran FERSAMDIAN DAM E- | Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah laporan hasil fasilitasi EOVERNMENT Kecamatan
penyelenggarsan SFEE di lingkungan Pemda sumber]
03.2.02.0016. | Peny=lenggaraan pusak kendali Kinerja; Terlaksananya pznyelenggaraan pusat 1 12 12 5.000.000.000 12 S.000.000.000 ) 24 ] 10.000.000.000 | BIDANG TEKNOLOGI - (Kelurahan
Femerintah Daersh kendali pemerintah daerah, Dolkcumen DAN INFORMATIEA Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah dokumen keterhubungan pusat Kecamatan
kendeli dengan Pusat Dats Nasional sumber}
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Kondi=i Awal

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program dan Kegiatan | Sub Indikatar Unit Kerja
Tujusn |Sasaran Kode Kegintan Kinerja Tujuan, Sasaran,Program 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Perangkat Daerah Lokasi
(outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan{output] K K K Rp K Rp K Rp Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 B r 4 9 10 11 12 13 14 15
03.2.02.0017. | Koordinasi Pengelolzan Data dan Kinerja; Terlaksananya koordinasi Pengelclaan Data 0 13 13 50000000 12 250.000.000 | 24 500.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
Infarmasi dan Informasi, Dokumen FERSAMDIAN DAM E- | Sumber -
Tolok Ukur; [umlah data dan informasi yang GOVERNMENT Kecamatan
dipetakan berdesarkan Arsitektur SPEE pemerintah sumber}
daerah
03.2.02.0018. | Koordinasi penyusunan danfateu reviv | Kinerja: Terlaksananys koordinasi penyusunan 0 2 2 T50.000.000 2 Z00.000.000 4 1.250.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
arsitekiur dan pets rencans SFBE dan/atay reviv arsitektur den peta rencana SPEE Dokumen FERSANDIAN DAN E- | Sumber -
Pemerintah Caerah Pemerintah Daerah, GOWVERNMENT Kecamatan
Tolok Ukur: [umlah dokumen arsitekctur SFEE sumber}
Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsibekiur
dan pets rencana yeng diusulkan
03.2.02.0:019. | Koordinasi pelaksanaan Manajemen Kinerja; Terlaksananya Koardinesi pelaksanaan 0 13 13 00000000 | 12 350.000.000| 24 G50.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
SPBE Meanajemen SPEE, Dokumen FERSANDIAN DAMN E- | Sumber -
Tolok Ukur: [umlah Dokumen Kpardinesi pelaksanaan GOVERNMENT Kecamatan
Manajemen SPEE sumber}
03.2.02.0:020. | Fembangunan danjateu Kinerja; Terlaksananya Pembangunan dan/ataw 5 5 b ES0.DDO.0D0| 30 L.000.000.000 ] 60 1.850.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
Penge=mbanrgan Aglikesi Khusus yang Pengembangan aplikasi khusus SPEE, Aplikesi PERZANDIAM DAM E- | Sumber -
sesupi dengan arsitekctur dan peta Tolok Ukur: [umlah aplikasi khusus yang dibangun GOVERNMENT Kecamatan
rencana SPBE pemerintah daersh dan/atau dikembangkan sesuai arsitekiur dan peta sumber}
rencana SPEE pemerintah daerah
03.2.02.0021. | Peny=l=nggaraan Sistem Penghubung | Kinerja: Terlaksananys Peny=lenggaran Sistem 0 a b 400.000.000] 10 Z00.000.000) 20 200,000,000 | BIDANG STATIETIE, - (Kelurahan
Layanan Pemerinkah Deerah Penghubung Layanan Femerintah Da=rah, Aplikmsi FERSANDIAN DAN E- | Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah &glikasi SPBE yang terhubung GOVERNMENT Kecamatan
dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sumber}
Daerah
03.2. 02 0023, | Koordinasi dan Fasilitasi Kinerja; Terlaksananya Koardinesi dan Fasilitasi 71 Tl Tl 25000030 71 350.000. 000 71 G00.000.000 | BIDANG STATIETIE, - iKelurahan
Penyelenggaraan Kebupeten atau Kcta | Penyelenggaraan Kabupaben atau Kota Cerdas, unit FERSANDIAN DAM E- | Sumber -
Cerdas Tolok Ukur: [umlah perangkat deerah yang GOVERNMENT Kecamakan
mendepatkan sosialisasi pragram Kabupaten/Kota sumber}
Cerdas
03.2.02.0024. | Penyel=nggaraan Jaringan Intra Kinerja; Terlaksananya Peny=lenggaraan Jaringan 71 Tl Tl S.000.000.000) 71 E.000.000.000 | 142 | 11.000.000.000 ] BIDANG TEKNOLOGI - (Kelurahan
Pemerintah Damrah Kab/Eoks Intra Pemerintah Dasrah KabEobe, Feranglat DAN INFORMATIES Sumber -
Tolok Ukur: jumlah perangkat daerah di pemerintah Daerah Kecamatan
Kab/¥ota yang terhubung dengan Jaringan Inkra sumber}
Femerintah Dascah Kab#oks
03.2.02.0025. | Koordinasi pemanfaatan Porta Kinerja; Terlaksananys Koardinesi pemenfaatan 17 17 17 DD.0D0.000| 21 400.000.000| 33 T00.000.000 | BIDANG STATIETIE, - (Kelurahan
Pelaymnan Pemerintah Deerah yang Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Layanan FERSANDIAN DAM E- | Sumber -
terinkmgrasi b=rintegrasi, GOVERNMENT Kecamakan
Tolok Ukur; Jumlah Layanan Pemda yang sumber}
memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah
berintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Pukblik, Partal
Administrazi Femerintahan, dan/stsy Fortal Dats
Masional
03.2.02 0026, | Fasilitasi peny=lenggaraan dudit TIK Kinerja; Terlaksananya Fasilitasi penyelenggarasn 0 1 4 F30.000.000) 4 330.00000M| B BE0.000.000 | BIDANG STATISTIE, 5 (Kelurahan
s=sugi kewe=nangan Dinas Kominfo Audit TIK szsuai kewenangan Dinas Kaminfo, Dokumen FERSANDIAN DAN E- | Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangks GOVERNMENT, kmcamaban
penyelenggaraan Audit TIK sesusi kewenangan Dinas sumber}
Kominfo

VI |2




KEondizl Awal

Target Klnerja dan Kerangks Pendanaan

Imdlkatar Unit Ezrja
Tuju=n | Sasaran Eode Pragram :::'g::::h” Sukb EInerfa Tuuan, Sasaran, Frogram 023 2024 2025 026 Eondiz] Akhir Peramgkat Dasrah Lokas!
[owtcome] dan Keglatan | Sub Ecglatanioutput] E K Ep K Rp E RE Fenanggung |awab
1 3 2 4 5 ] 8 5 1o 11 12 13 13 15
03.2.02.0028. | Koordinas | dan Fasiitss Fromas Eingrfa: Terlaksananya Koordinas dan Fasilgas) Q B 500,000,000 B B00.00CD00 ) 12 1.100.000.000 | BRDWAMNG STATISTIK, = - EeCamatan
Ltmras SPEEdan/stau kolaboras Fromedsl Literas] SFBE danjatau mxEiorasl DO UM PERSANDIAY DaM E- HE )= ]
penyekenggerasn SFEE peryalRnggarssn SF3E, GOVERHNMENT
Tolok Ukwr: jumish doiosmen koardinas FasildEs)
Fromesl Literss) SFEE dan/atay moiaboras
pefiyRlenggurssn SP3E
Mamingkatnya kefmrbukssn informias publik Elnerja: Mawuodkan Kabupaten Cingbon Informatif, 50,92 7O 75 |1Z.490.000.000) B0 138310000000 =0 | 263110000000
Tolok Ukwr: Indeics Kxtertuksan Informasi Publik Far
oz FRGRAM INFOREMAS] DAR Elnerja: Maningestnys diseminas inmformasl dan 15 | e] Bl |1Z.450.000.00:0) 82 1383100000000 =2 | 263110000000
EJMUNIEASE PUBLIK komunikas pubdik kspeda masyarakat, Farsan
Tolok Ukwr: Farsantess masyarabaEmt yang manedl
Suiaran panysharsn informasi pubiik, mangs@hul
kebqakan dan program proatss gemenntah dan
pemierintah dasrah
0Z.2.01. Fengelolazn Informas] dan Elnerfa: Terlaksananya kel @k dan program 1z 1z 17 | 1Z.490.000.0040) 12 |1=B31.000000) Z4 | 263110000000
Eomunikas] Publlk Pemerintah pengeiolaan mformesi den komunikas publik, Laporan
Dagrah Kabupaten/ Kot Tolok Ukwr: jum&h laporan keglatan pengalolsaEn
informas dan eemunckasi pubbk
02.2.01.0004, | Relasi Madia Elnerfa: Terlaksananys Ralas Madia, 12 12 12 3.750.000.000] 12 4.12=.000000) 24 7.875.000.000 | BADWANG IMFORMASI - (alurahian
Tolok Ukwr: jumian Skt tas relesl madia kepeda Laporan DAN KOMUNIEAS Sumbe&r -
madia yang memenunl kriteria sabagsl bariout: 1. PUBLIK Eecamatan
terserificss] dewan pars, dan 2. terdaftar di Oinas s D)
Eominfa, dan 3. skt dalam keglatan ralae madia
02.2.01.0005. | Kemrraan Komunikas! dangan Elnerja: Terlakiananya Samitraan cengan famangku Q 1090 | 100 50:0.000.000] 100 EEQ.O00C0.00C | 200 | 1.260.000.000 | ESOANG INFORMAS] = (KsluEhnan
Komunitas irformas Masyarakat Eapantingan, Eomunitas DAN KOMUMNIEAS Sumib&r -
Tolok Ukwr: jJumish Komunias Infommiac yeng akifl PUBLIK Kecamatan
mandisemine kan mformasl dan terdattar di Dinas sLmbar]
Kominfa
0Z.2.01.0006. | Dukurgan Administratd, Kcuangan, Elnerfa: Terlaksananya Dukungan adminstratif, 12 12 12 1.300.000. 000 ) 12 15000000000 ) Z4 2200000000 | EXDLNG IMFORMAS] - {Eefurahian
dan Tata Kslola Komisi informas d Fausangan, dan Tata Kalols Lomial Informas di Dasrsh Laporan DAN KOMUMNIEAS Sumib&r -
Dasrah dalam Rargka Panys'ssslan dalam Ranghks Penyelesaian Sengkata Informas PUBLIK Eecamatan
Sengists Informas Fulilk Fuloli, HE )= ]
Tolok Ukwr: jumish lapoman Dukungan Administratf,
Fausngan, can Tata Keboks £omiGl iInformas di Dasrsh
yang akuntabs! serta dismmps kan kapads
Eamantenan Komunikas dan Informakica
02.2.01.0017. | Palayanan Informias Publik Elnerja: Tersadianya Feayanan Informas) Pukdk, a [-1x] Bl 2.800.000.000) &0 2.0ED.0000D00 ] 120 5. 280,000,000 | BEDLNG INFORMAS| - {efurafian
Tolok Ukwr: jJumish pemmohonsn Infarmas Publik Fermahonan DIAN KT UMNIKES Sumibar -
yang disslssaikan sasusl peraturan parundsmngan PLUBLIK Eecamatan
s D)
02.2.01.0008. | Sosmlsas Feraturam Bidang Informas) | Kinerja: Terlakiananys Socialisas) Feraturan Bdang 5 BO b S0.000.000) 82 100000000 | =2 180,000,000 | BEDANG IMFORMAS] - {Eefurahian
dan Eomunikas Publik Informasi dan Eomunikas: Publik, Farsantass DAN KOMUMNIEAS Sumib&r -
Tolok Ukwr: Farsentass kha ek sasaran yang PUBLIK Facamatan
tenpapar informasi terkait peraturan Bdang mformasi sLmbar]
darn komunikas publie
02.2.01.00709. | Manrtanng Informmiac Sabijakan, Opind, | KInerja: Terlakiananya Montonng Informasi 1z 12 12 450.000.000] 12 52E2.000.000) 24 1.002.000.000 | BADANG IMFORMAS| - (Rsiaramian
dan Lspirssi Fulblic Eshifukan, Cgini, dan dspiras Publik, Aakomendass OAN EOMUMNIELE Sumber -
Tolok Ukwr: Jumish rakomsendas) komunices) PUBLIK Eacamatan
tarhadag B publik yang berkambang dan uswEn ELITi b
agenda komurckasi priorgas Pamsanntah Daarah
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Program dan Kegiatan | Sub Indikatar Kondisi Awal Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Tujusn|Sasaran Kode E K.ﬁgiutzrl Kinerja Tujuan, Sasaran,Program 2023 2024 2025 2026 Kondi=i Akhir Perangkat Daerah Lokasi
({oubtcome) dan Kegiatan [ Sub Kegistan{output] K K K Rp K Rp K Rp Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 B F 4 9 10 11 12 13 14 15
02.2.01.0021. | Fenge=lolaan Media Komunikasi Public | Kinerja; Terlaksananya Pengelalaan Media 2 5 5 530.000.000) 5 SE3.0DD.OODY 10 1.115.000.000 | BIDANG INFORMASI - (Kelurahan
Komunikasi Publik, Medin DN KOMUNIEAEI Sumber -
Tolok Ulkur: Jumlah media kamunikasi publik milik FUBLIK Emcamatan
pemerintah daerah yang dikelols maupun sumber}
pemanfastan media berbayar sesuai kriteriafjuknis
02.2.01.0023. | Penyusunan Konben Kinerja: Terlaksananys Penyusunan Kanten, 365 365 | 365 | Z.3D0.000.000) 365 | Z.530.000.000) TED | £.830.000.000) BIDANG INFORMASI = (Kelurahan
Tolok Ukur: Jumlah Kont=n Informesi Publik Konten DAN KOMUNIEAE Sumber -
FUBLIK Kecamatan
sumber}
02.2.01.0024. | Penguaten Kapesitas Sumber Daya Kinerjai: Meningkatnye Kapasitas Sumber Days 0 a0 150 E£50.000.000 | 150 TL5.000.000 ) 00 1.355.000.000 | BIDANG INFORMAS] - (Kelurahan
Marnusia Komunikasi Publik Komunikasi Publik, Orang DN KOMUNIKAS] Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah 25N bidang komunikasi public FUBLIK Kecamatan
yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan sumber}
Meningkatnya p=ngelolasn dan layanan statistik sektoral Kinerja; Terse=lenggaranys Satu Data Kabupaten 75,05 &0 ED 1.519.458.800| &5 3115.296.000] BS 5.634.754 80D
Cirehaon, Fers=n
Tolok Ukur: Fersentase Ketersediaan Dats Statistik
Sektora
0z PROGRAM PENYELENGGARAAN Kinerja: Tersel=nggaranys pengeloclaan dakta statistik 10 100 ( 100 | 2.519.458.800| 100 | 3.115.Z36.000) 100 | 5.634.734.80D
STATISTIK SEKTORAL smkioral, Fers=n
Tolok Ukur; Fersentase perangkat daerah yang
menggunakan data statistik delam melakukan
evaluesi pembangunan daerah
02.2.01., Penyelenggaraan Statistik Kinerjai: Termanfaatkannya data statistik de=rah oleh 71 7L TL 2.519.453.800| 71 2115.206.000] 71 5834 754 800
Sektoral di Lingkup Daerah perangkat daerah, perangiat
Kabupaten/Kota Tolok Ukur: Jumlah perangkat da=rah yang daerah
memanfaatkan deta statistik da=rah
02.2.01.0007. | Pengingkatan Kapasitas Kelembagean | Kinerjs: Meningkatnys Kapasitas Kelembagasn 0 0 Tl 321700000 71 4ZE.210.000 ] 142 745.910.000 | BIDANG STATIETIE, - (Kmlurahan
Sgatistik Sekctoral Statistik S=ktbaral, Orang FERSAMDIAN DAM E- | Sumber -
Tolok Ukur: Jumlah pegawai yang mendapatkan GOVERNMENT Kecamatan
pelatihan di bidang statistik sumber)
02.2. 01 0008. | Peningkatan Peran Statistik Sektoral Kinerja: Meningkatnys Peran Statistik Sektoral 10 100 | 100 177.700.000 | 100 301.000.000 | 10D 478.710.000 | BIDANG STATIETIE, - (Kelurahan
terhadap Sistem Statistik Nasional terhadap Sistem Statistik Nasional, Persentase FERSAMDIAN DAN E- | Sumber -
Tolok Ukur; Fersentase Perangkat Da=rah yang GOVERNMENT Kecamatan
menggunakan data Statistik untuk Perencanasn, sumber}
Menitaring, dan Evaluasi Pembangunan denietaw
Penyusunan Kebijakan
02.2.01.00089. | Peningkatan Kuslitaz Dats Statistic Kinerja: Meningkatnya kualites data Statistik 0 0 100 252.000.000 | 100 Z67.600.000 ] 100 519.600.000 | BIDANG STATIETIK, - (Kmlurahan
Sekioral Sektoral, Persentase FERSAMDIAN DAM E- | Sumber -
Tolok Ulkur: Fersentase kegistan statistik seitoral GOVERNMENT Kecamatan
yang rilis bepat waktu sumber]
02.2.01.0010. | Penyelenggaraan Statistk Sektora Kinerja: Tersujudnya Skatistik Sektoral yang sesua 0 1 1 L3 D000m0| 1 L400.000.000) 2 2.700.000.000 | BIDANG STATISTIE, - (Kelurahan
yang sesusi dengan Prinsip Satu Data | dengan Frinsip Satu Datas Indonesia, Dokumen FERSAMDIAN DAN E- | Sumber -
Indanesia Tolok Ukur: Jumlah kegistan statistik sektoral yang GOVERNMENT Kecamatan
tmlah dilengkapi metadata sumber)
02.2.01.0011. | Pelesksanaan Proses Bisnis Statistik Kinerja; Terlaksananys Proses HBisnis Statistik 1 1 1 4£3.058.800] 1 TIEATE.DDD| 32 1.186.534.800 | BIDANG STATIETIE, - {Kehiraban
Smkioral Sesuai Shandar Sektoral Sesusi Standar, Ciokumen FERZAMDIAN TaMN E- Sumber =
Tolok Ulkur: Jumlah Statistik Sektoral yang sudah GOVERNMENT Kecamatan
meminta rekomendesi dari Pembina Data Statistik sumber)
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Program dan Keglatan [ Sul

Indlkatar

Eondls! Awal

Target Kinerla dan Kerangks Pendanaan

Unit Ezrja

Tujuar | Sasaran Eode Elnerja Tujuan, Sasarsn, Program 023 2024 2025 2028 Eondis] Akhir Perangkat Dasrah Lokasl
Kegiatzn f{owtcome] dan Ezglatan | Subk Esglatan{output] Penan b
/ =g K K | K Rp K Rp E Rp agung Jawa
ulk 2 3 4 5 [ 7 B -1 1o 11 12 13 14 15
Heningkatnya pengeiodaan persendian dan keamanan informiac Klnerjas Tersujudnya pengsholean persandan dan 2z r 2 2.10a0. 0040000 3 I.400.0000000 3 4 5000000000
k@armianan irformasl, Lewa
Tolok Ukwr: Indeis Keamanan Infarmas) [KaMi)
oz. FROGRAM PENYELENGGARAAN Elnerfa: Maningcatinys parangiat deerah dalam 45,29 56,23 |53,38)] I.100.000.000])70,42| I.400.000.000)70.42 | 4.5000000.000
FERSANDIAN UNTUK manarapkan sarthkat alekironk (TTE], Farsan
FEHGAMARAN INFORMASI Tolok Ukwr: Farsentase parangkat dasrah yang
manarapkan sarthkat alekironk (TTE]
02.Z.01. Fenyelenggaraan Persandian KElnerja: Terssdianya siebam ckkirondk yang 2 3 3 1.710a0. 0040. 000 3 1.004.000.000 3 3.500.000.000
Urtuk Fengamanan Informazl maEneraphan ringp sisterm manajaman kaamanan SR
Femerintah DEerah Infarmss allakbromii
Eabupaten/Kota Tolok Ukwr: Jumish osbem eicktranik yang
manarapkan prinep sIstern manajemen kaamanar:
Infarmas
0Z.2.01.0001. | PFanatapan Kabijaican Tata Keolks Elnerfa: Ditatapkannys Kabiakan Tata Salola =] o 10 300.000.000) 10 400.000.000) 20 TO0.O00.000 | EADAMG STATISTIE DISKOMINFD
Esamanan Infommias dan [&ring Keamanan Informasi dam Janng KomuniisEs Sandi Faraturan FERSAKDIAN DAN E- [Ealuraham Sumibar
Komunikasi Sandi Pemenntah Daarah Femarintah Dasrah Eabupatan=ota, GOVERNMENT - Ketamatan
Kabupatan/=ota Tolok Ukwr: Jumbah Eebimkan Tata Kalole Es@manan smbsr]
Informasi dan [&nng Komurckas) Sandl Pamsanniah
Dasrah KEsbupaten=ota yang Distapkan
0Z.2.01.0003. | Palaksamaan Analios Kebutuham dan Klnerja: Terlaksananya Analigs Kebutuham dan a [ 10 400.000.000) 10 504,000,000 20 200.000.000 | BRDANG STATISTIK DISKDOMINFD
Panigsiokaan Sumber Daya Kesmansn Fergulolaan Sumbar Daya Keamanan informasi Laporan FERSAKNDIAM DAN E- [“aluraham Sumbar
Informize Pemerintah Osarah Femarintah Dasrah Kabupatani@aota, GOWVERNMENT - KeCamatan
Kabupatanf®ota Tolok Ukwr: Jumish Laporan &nalisk Ksbuktuhan dan sumibsr]
Fergalalaan Sumbar Daya Keamanan informasi
Femarintah Dasrah KEabupatani®aota
0Z.2.01.0003. | Faluksamaan Keamanan mformas) EInerfa: Terlakiananys Keamanan (nformas) ] o 1 500.000.000) 1 soo.oooono) 2 1.000.000.000 | ESDGEMG STATISTIK DISKOMINFD
Famenntahan Dasrah Katupatan/€ota | Fermarntahan Deerah Kabupeten/ oty Earabass Laporan FERSANDI&N DaM E- | [Xaluraham Sumbar
Barbasis Elkbronic dan Mon Elekbtronic | Elgidronik dam Mon Esktronik, GOVERNMENT - KRtamatan
Tolok Ukwr: Jumish Laporan Falekesansan Kaamanmn sumber]
Informasi Pamenniahan Dasrah Kabupatan/©ota
Eurbass Elektronik dan Mon Elskiranik
0Z.2.01.0004. | Panyedizan Layanan Keamanan Klnerja: Teresdianya Layanan Keamanen Informas Tl Tl Tl 500.000.000) T1 5040.00000000 T1 1.000.000.000 | BRDANG STATISTIK DISKDOMINFD
Informize Pemerintah Osarah writuie Porangkat Dasrah di Tingkat Kabupsten/ota, Farangkat FERSAKNDIAM DAN E- [“aluraham Sumbar
Kabwpatanfota Tolok Ukwr: Jumish Perangikast Doarah yang Talah Damrah GOWVERNMENT - Kecamatan
Mangqunakan Layvanan Egamanan informas sumibsr]
02.Z.02. Pengtapan Pola Hubungan EInerfa: Terssenggaranya bRk yang diamankan 4 4 4 400.000.000) 5 500.000000) 5 200.000.000
Eomunikasl Sandl Antar Perangkat | dbending dangan umilah seiuruh btk pada parangkat
Daigrah Kabupaten/Kots pamerintan dearah berdaEarkan Fola Hubungan dasrah
Komurnigss! Ssndl [PHES] yang ditatapkan,
Tolok Ukwr: Jumilsh tiik yang diamankan dibandmng
demgan jumlah selureh ttik pads pemannish dasrsh
berdasarkan Fokk Hubengan omunikas: Sands (FHES)
yang dibatagkan
02.2.0Z.0001. | Dperasionalisssl Jaring Somunikas Elnerfa: Terlaksananys Cparas ca i s=s [anng 3 L Tl 400.000.000] T1 soguoocooo) Tl 900.000.000 | ERDANG STATISTIK, DISKDMINFD
Sandi Pamsnniah Daarah Komurilkssl Sandl Pamarntah Dacrah Farangkat FERSAKNDIAM DAN E- [Ealuraham Sumibar
Kabupatanf®ota Kabupaten/kota, Camrah GOWVERNMENT -Hetamatan
Tolok Ukwr: Jumish Perangikat Dearah yang sumibsr]
Terhubung dalam Jaring Komunikzsi Ssndi
Meningkstnya akantabilitzs =t kelals pemerintakan Elnerja: Maningatnys akuntablines tata balola a BE 68,5 |12.559.000.000) &9 |15.705.000000)137,5|28 264000000
pemarintahar: Milai
Tobok Ukwr: Hilal 528IF




- Kondi=i Awal Target Kinerja dan Kerangks Pendanaan . .
Program dan Kegiotan / Sub Indikator Unit Kerja
Tujuan | Sazaran Kode Kegintan Kinerja Tuju_url.. Su:urnrl.Pr?g.mm o 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Perangkat Das=rah Lokasi
(oubtcome) dan Kegistan / Sub Keg i put} K K K Rp " Rp K Rp Penanggung Jawak
1 2 3 4 5 & 7 a8 a9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya akuntabilitas kinerjs perangkat daerah Kinerja;: Meningkatnys akuntabilitas kinerja ] 70,7 | 70,75 | 12.559.000.000 | 70.B (15.705.000.000 ) TDE | 28.264.000.000
perangksat daerah, Hilai
Tolok Wkur: Milai LEIF
0l. PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kinerja: Meningkatnye kuslites laysnsn komunikesi 90,3 90,4 | 90,5 | 12.559.000.0:d0 | 90,6 |15.705.000.000 | 50,6 | 28.264.000.000
PEMERINTAHAN DAERAM dan infarmatika, statistik dan persandian. Pain
KABUPATEN/KOTA Tolok Ukur; Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo
01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan | Kinerja: Tersusunnys dokumen Perencanaan, 18 17 22 S00.000.000) 21 L.220.000.0001 21 2.120.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Fenganggaran dan Evaluasi Kinerjs Perangkat Da=rah, Dk
Telok Ukur: Jumlah dokumen Perencanaan.
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Da=rah
yang belah disusun
01.2.01.0:001. | Penyusunan Dokumen Perencanasn Kinerja: Tersusunnya Dokumen Ferencanasn 2 3 3 iDD.D0O.DO0| 2 400.000.000) S 700.000.000 | SEKRETARIAT DISKOMINFD
Perangkat Draerah Perangkat Das=rah, Dokume=n DISKOMINFD (Kedurahan Sumber
Tolok Ukur: jumlah Dokumen Perencanasn - Kecamatan
Perangkat Da=rah sumber)
01.2.01.0:00Z. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kinerja: Tersedisnys Dokumen RKA-SKPD dan 2 2 2 50.000.000) 2 G0.0DD.0DO Y 4 110.000.000 | SEKRETARIAT Dizkominfo
REA-EKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen BEA- Dokume=n DISKOMINFD (Kedurahan Sumber
SKPD. - Kecamatan
Tolok Ukur: jumlah Dokumen RKA-SKFD dan Laporan sumber)
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
01.2.01.0:003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | Kinerja: Tersedianys Dokumen Perubahan REA-SKFD 2 2 2 50000000y 2 G0.0DD.0DD Y 4 110.000.000 | SEKRETARIAT Diskominfo
Perubahan RKA-SKFD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dolkumen DISKOMINFO (Kedurahan Sumber
Perubahan REA-EKFD, - Kecamatan
Tolok Ukur: jumlah Dokumen Perubahan REA-SKFD sumber)
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan REA-EKFD
01.2.01.0:106. | Koordinasi dan Penyusunan Laparan Kinerja; Tersedianys Laporan Capaian Kinerja dan 11 11 11 000000001 11 400.000.000 | 22 T00.000.000 | SEKRETARIAT Diskominfo
Capaimn Kinerjs dan lkhtisar Realisasi | Ikhtisar Reslisasi Kinerja SKPD dan Lagoran Hasil Lagaran DISKOMINFO (Kedurahan Sumber
Kinzrja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan - Kecamatan
lkhtiser Renlisasi Kinerja SKPD, sumber}
Tolok Ukur: jumlah Laporan Capaisn Kinerja dan
lkhtiser Reslisasi Kinerja SKPD dan Lagoran Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capeian Kinerja dan
Ikhtizar Realisasi Kin=rja SKPD
01.2.01.0:007. | Eveluasi Kinerjs Perangkat Da=rah Kinerja; Terlaksananys Evaluasi Kinerja Perangkst 4 4 4 Z00.000.0O0)| 4 00.000.000) B 500.000.000 | SEKRETARIAT Dizkominfz
Damrah, Laparan CISKCMIMNFD [Kelurahan Sumbe=r
Tolok Ukur: jumlah Laporan Evwaluasi Kinerja - Kecamatan
Perangkat Da=rah sumber)
01.2.02, Adminizstrasi Kevangan Perangkat |Kinerja: Tersusunnye laporan Adminisirasi Kzuangan 28 i i £.325.000.000 | 26 TAQD.OOD.ODD ) 26 |13.723.000.000
Da=rah Perangkat Daerah, Drak
Tolok Ukur: jumlah laporan &dministrasi Keuangan
Perangkat Da=rah
01.2.02.0:001. | Penyedinan Gaji dan Tunjangan A5N Kinerja; Tersedizanya Gaji dan Tunjangan A5N, 30 30 b 6.000.000.000 | 30 T.000.000.000) 60 J13.000.000.000 ) DINAS KOMUNIKAS Diskominfo
Tolok Ukur: jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Orang/bulan DN INFORMRATIKA [(KeduraHan: Sumber
Tunjangan ASN - Kecamatan
sumber)
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Eondi=l &wal

Target Klngrla dan Kerangks Pendanaan

Imdik=tar Unit Ezrja
Program dan Keglatan / Sub
Tujusn | 55 5Eran Eaode 4 ngl:lgn ! Elnerja Tujean, Sas=ran,Program Zo2z2 2024 Z025 I02e Eondisl Akhir Feramgkat Dasrah Lokas!
lowtcome] dan KEzglatan | Sub Exglatanfoutput] K K o K Rp K Rp Fenanggung Jawab
1 2 3 4 5 1 B 9 i 11 12 13 14 15
F1.2.02.0005. | Koordinesl dan Penyusunaen Laporan Elnerfa: Tersadianya Laporen Ksuangsn Akhr Tanun 1 1 1 T5.000.004 1 10000000000 z 175000000 | SEERETASIAT Diskominfo
Kesangan skhir Tahun SEFD SXPD dan Laporan Hasll Koordnas Penyusanan Laporan DIS¥OMINFD [%zluraharm Sumbar
Laporan Kausmgan Lkhir Tahun S£PD0, - Katamatan
Tolok Ukwr: jJumish Laporsn Eauargan Skhir Tahan sumbar]
SEPD dan Laporan Hasll Koeondnes Penyusanan
Laporan Kausngan Lkhir Takun SEPD
01.2.0Z.0007. | Koordinasi dan Fanyusunan Laporan Elnerja: Terssdianya Laporan Keuangan 13 1z 13 2z0.000.000) 13 300.000000) 36 5500000000 | SERRETASIAT Digkormiinfo
Keuangan Bulsnani Trsvulanan, Bulanan/TrivulananSemesteran SK70 dan Laporan Laporan DISKOMINFD [Ealuraham Sumbar
Semastaran SEFD Koordinas Fanyusunan Laporen Ksusngan - Ketamakan
Bulanan/TrivulanenSamesteran SKE20, sumbar]
Tolok Ukwr= jJumizh Laporsn Eauangan Sulanen)’
TrwwEnan/ Semastaran SXFD dan Laporsn Zoordinasi
Femyusunan Laporan Ksuangan
Eulanan/TrivulanenSemesteran SKE2D
01.2.05. Adminlstrasl Egpegawalan EInerfa: TarsdEunnys dokaman Sdminisres 1 L 1 1za.000.000] 1 2o0.0o00000] 1 350000000
Ferangkat Dasrah Fapagawalan Ferangkat Dagrah, Dk
Tolok Ukwr: jumiah dokosmen Sdminisiras
Fapagawalan Ferangkat Dagrah
01.2.05.0002. | Fang=daan Faksan Dinas besarta Elnerfa: Tersadianya Fakean Dinas besari atriout 1 1 1 150.000.000 1 2000000000 2 250.000.000 | SEXRETARIAT Dickominfo
Afrbut Ks'emgkapannys Eabengkapsn, Fakst DISEOMINFD [Ezluraham Sumbar
Tolok Ukwr= jJumizh Fakst Fakalan Dinas bassrts - Hacamatan
Atribut Kalengkapan sumber)
Ol.Z2.08. Adminlstrasi Umum Perangkat Kinerja: Terparauhinys Ey=nan Admintatres Umum a2 B B 1.605 004,000 | 24300000000 ] 4035000000
Daerah Farangkat Taarah, Layaran
Todok Ukur: Jumiah J@nis Eysnan SominiEtras Umum
Farangkat Dearah
01.2.06.0001. | Panyediman Komponan Instalas Elnerja: Tersedianya Hampanan metalas 4 4 4 T5.000.004 2 10000000000 : ] 175000000 | SEERETASIAT Diiskorminfo
Lstnk/Fenarangan Bangunan Kantor Listri/Penarangan Eangunan Eantar, Fakst DISKOMINFD [Ealuraham Sumbar
Tolok Ukwr: jumiah Faket Komporan Instalkas) - Ketamakan
ListriPenarangan Eangunan Eantor yang DEsdEkan sumber)
01.2.06.0002. | Panyedman Feralatan den Elnerfa: Tersadianya Feralatan dan Ferlengkapan 5 1o ik 1.000.000.000]) 10 1.500.000.000) 20 2500000000 | SEERETARIAT Digkormiinfo
Pariengkapsn Kanbor Kainbar, Falst DISEOMINFD [Ezlursham Sumbar
Tolok Ukwr: Jumiah Fakst Faralatan dan - Katamatan
Feriengeapan antor yang DEsdEkan sumber)
01.2.06.0003. | Panyediman Feralatan Rumah Tanggs Elnerja: Tersedianya Feralatan Sumah Tanggs, 16 24 24 Z0.000.0040) 243 75000000 ) 43 1325000000 | SEERETASIAT Diiskorminfo
Tolok Ukwr: Jumiah Fakst Feralatan Ruman Tarnaga Fakst DISKOMINFD [Ealuraham Sumbar
yarg Dissdimkan - Ketamakan
sumbar]
01.2.06.0005. | PanyedEan Barang Catakan can EInerfa: Tarsadianys Sarang Catakan dan 12 12 12 20.000.000] 12 20.000.000 ] Z4 130000000 | SEXRETASIAT Diskorminfc
Panigaandasn Ferggandaan, Fakst DIZEOMINFD [Ezluraham Sumbar
Tolok Ukwr= jJumiah Fakst Barang Catakan dan - Katamatan
Fargpardaan yang Disediakan sumbar]
01.2.056.0006. | PFenyedswn Eahan 3acaan dan Elnerja: Tersadianya Bahan Eacaan dan Paraturan 12 12 12 Z0.000.000) 12 73.000.000) 24 125.000.000 | SEERETASIAT Digkorminfo
Paratursn Ferundang-undangan Ferundang-undangan, D0 U mhgni DISEOMINFD [Ezluraham Sumbar
Tolok Ukwr= jJumizh Dokemen Saban BEatsan dan - Hacamatan
Faraturan Famundang-Uncangan yang DEedEkEn sumber)
1.2.06.0007. | Panyediman BExhan/Materal Elnerfa: Tersadianya Bahan/Matenal, 12 12 12 100.000.000]) 12 150.000.000) 24 2500000000 | SEERETASIAT Diiskormimife
Tolok Ukwr: jumiah Fakst Eahan/Materal yang Fakst DISEOMINFD [Eaiuraham Sumbar
Disediakan - Eatamatan
ke
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Eondizl Awal

Target Kingrla dan Kerangks Pendanaan

Indlkator Unit Ezrja
Tujuan [Sasaran Eade Fragram 1:19::'::“" f 5ub Elnerfa Tujuan, Sasaran, Program 2023 2024 2025 2026 Eondis] Akhir Perangkat Daerah Lokasd
{owtcome] dan Keglatan | Sub Keg [output]) = - ‘ Ep © Rp ': ™ Penanggunyg |awab
1 2 3 4 5 (] r B a i) 1l 12 13 14 15
01.2.06.0008. | Fasiitas) Kunjungan Tamu Elnerfa: Terlakiananys Fasitas Lurpongan Tamd, 12 12 13 20.000.000 12 so.opoooo) 4 2000000000 | SEXRETARIAT Diigkenrmiinfi:
Tolok Ukwsr: jJumish Laporan Fasilfasi Kunjungan Laporan DISKOMINFD [Ezlurahamn Sumbar
Tamiu -~ Kacamatan
HE ] =]
01.2.08.0000. | Fanyslsrggarsan fapat oordings dan | Elngrja: Terlakiananys Femyenggaraan Rapat =0 200 | Z0o 250.000.000 ) 200 4C0.00C0.000) 420 650,000,000 | SEXRETARIAT Dickorminfe
Konsulitas: SEFD Koordinas dan KonsufEs SEPD, Laporan DISKOMINFD [=aluraharn Sumbar
Tolok Ukwr: jJumiah Laporsn Fenyslanggaraan Rapat - Katamatan
Foordinas dan KonsulEs SEPD ELET b
OL.Z07. Fengadaan Barang Mik Dazrah Kinerfa: Terpanuninys Fengadaan BEarang Millk z 1 4 1=0.000.000 a 350.000.000 & s00.00CU000
Fenunjang Wrusan Pemerintzsh Daerah penunjang urussn pemarintah Dasrah yang Janis
Daerah gadakan,
Todok Ukwr: Jumiah jenis Fangsdaan Sarang Mok
Daarah pEnunjang urussn pemarintah Dasrah yang
g adakan
01.2.07.0005. | Pang=daan Maba| Elnerfa: Tersadianya Mak<l 14 7o 100 1Z0.000.000) 100 350000000 ) 00 g00.000.000 | SEXRETARIAT DISKOMINFAD
Tolok Ukwr: jJumiah Fakeh Mabel yang Disadiakan Uinit DISKOMINFD [=aluraharn Sumbar
-~ Kacamatan
HE ] -]
0O1.Z.08. Fenyedizan Jass Penunang Kinerfa: Terpanuninys penyedEsn lases Panuniang -] ] E 1.3=0.000.000 B 1.500.000.000 8 275000000000
Urusan Pemerintahian Daerah Urusan Femanntahan O h yang b d Janis
Tolok Ukwsr: jJumish janis penyediaan |asa Femunjang
Urussin Femanntahan O h yang t d
01.2.08.0002. | PanysdEan |ass Komunkas), Swmber | Kinerja: Teresdianya |s6a Komuniks:l, Sumber Daya - s k1] T30.000.000) =6 poo.ooo.ooo] TI L.850.000.000 | SEXRETARIAT - (Kslurshan
Diaya &Ir dan LEtrik AIr dan Listrik, Laporan DISEOMINFD Sumib&r -
Tolok Ukwsr: jumiah Laporan Senyadiaan jase B camatan
Fomurilicas], Sumbar Daya Ar dan Listrie yang ELET b
Cheadiakan
01.2.08.0004. | Panysdizan |ass Falayanan Umum Elnzrja: Tereadianya 352 Felayanan Umum £anktor, Iz 24 24 S00.000.000) 24 B00.00C.000] 42 1.100.000.000 | SEXRETARIAT DISKOMINFD
Kantor Tolok Ukwr: jumiah Laporsn FenyediEan las Laporan DIZEOMINFD [E&lurahan Sumbar
Felayaran Umum Eankor yang DesdEkan -~ Kacamatan
s bar]
01.Z.09, Femgllharaan Barang Mk Daerah | Kinerfa: Terpenuninys Femsliharaan Earang Milic 5 B ] Z.079.000Q.000 5 Z.605.000.000 5 4.584.000.000
Penunjang UYrusan Pemerintahan Daerah Panunjang Urusan Femenntahan Daarah yang Janis
Daerah tarpalinara,
Todok Ukwr: Jumizh jenis Famelferaan EBarang Milik
Dawrah Fenwnjang Urusan Femenntahan Dasrah yarg
tarpalinara
01.I.09.0002. | Panyediaan |ases PFamalfarasn, SiEysE Elnerfa: Terssdianya @53 Femalinaraan, 2aya 1 1 1 4.000.000 1 Z.00C.o0o 2 5000000 | SEXRETARIAT DISKOMINFAD
Pamalharaan, FajEk dan Ferzman Femaliharaan, Fajak dan Ferzinan Sandaraan Dinas Linit DISEOMINFD [E&lurahan Sumbar
Eerndaraan Donas Oparasone atau Op atan Lapanigan, - Kacamatan
Lapangsn Tokok Ukwr: Jumian Kendarsan Dnas Dpsrasonal s bar]
atau Lapsngan yang Dowlnere dan dibayarkan Faak
dan Farzinannya
01.2.09.0006. | Pamalfaraan Feralatan dan Masmn Elnerfa: Terlakiananys Femelinaraan "aralst=mn dan 23 el s 75.000.000 50 100.000ooo ) 100 175000000 | SEXRETARIAT DISKOMINFAD
Laminya Masm Lannya, Linit DISEOMINFD [E&lurahan Sumbar
Tolok Ukwr: Jumiah Feralatan dan Maon Lamnya -~ Kacamatan
yarg Dipelihara s bar]
01.2.09.0000. | PamelharsanFehabibias Gadurng Elnzrfa: Terlaksananya Femaliharsan Rehabil ke k] 3 3 2.0, 000,000 3 Z.500.000.000 B 4.500.000.000 | SEXRETARIAT DUSKOMINFD
Kantor dan Eangunan Lainnya Gadung Kantor dan Bangunan Lainnys, Linit DISEOMINFD |Ealurahan Sumbar
Tolok Ukwr: jJumiah Gedung Kantor dam Bangunan - Kacamatan
Lainny= yang DepelbaraiDirehabiitas surmberi

TOTAL FEHDANAAN

44 348 458.200

51.171.Z%6.00

‘85 5159.754 8O0
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BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2025-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Penjabaran dalam Renstra bertujuan untuk

menguraikan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD. Berikut ini tabel indikator

kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 — 2026:

Tabel 7.1 Indikator

Kinerja Tujuan

Tahun 2025-2026

Dinas

Komunikasi

Informatika

Kondisi e
Kinerja pada Target Capaian . KO'.“"S'
Indikator awal periode Setiap Tahun Kinerjapada
RPD akhir periode
RPD
@ @ (©) @ (©) ©) @)
1 Nilai SAKIP Nilai 68 68,5 69 69
2 | Indeks Sistem Pemerintahan Poin 3,20 3,25 3,27 3,27
Berbasis Elektronik (SPBE)
Tabel 7.2 Indikator Kinerja  Dinas  Komunikasi dan  Informatika

Tahun 2025-2026

Kondisi
Kinerja pada Target Capaian Kondisi
) awal periode Setiap Tahun Kinerjapada
Indikator SEWIEL] [=]=1p) akhir periode
Tahun 2024 Tahun Tahun RPD
2025 2026
@ @ (©) (&) ®) (6) @)
1 Nilai LKIP o
Nilai 70,70 70,75 70,80 72
2 Indeks Domain Tata Kelola )
Sistem Pemerintahan Poin 2,97 2,98 2,99 2,99
Berbasis Elektronik (SPBE)
3 Indeks Domain Layanan )
Sistem Pemerintahan Poin 3,00 3,05 310 3,10
Berbasis Elektronik (SPBE)
4 Indeks Keterbukaan .
Informasi Publik Poin 70 75 80 80
5 Tingkat ketersediaan data
statistik sektoral Persen 80 80 85 85
6 Indeks Keamanan Informasi
(Indeks KAMI) Level Il Il 1} I}
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Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2026

: e _Kondisi Target Capaian Setiap | _Kondisi
Program Perangkat Indikator Kinerja Kinerja pada Tahun Kinerja pada
awal periode d akhir
Beere Program (Outcome) Satuan IgPD :
Tahun Tahun periode
Tahun 2024 2025 ‘ 2026 RPJMD
@) @ (©) @ ®) (6) @) ®)
1 Program Indeks Kepuasan .
Pengelolaan Masyarakat Poin 80 81 82 82
Informasi dan
Komunikasi Publik
2 Program Aplikasi Persentase perangkat
Informatika daerah terfasilitasi Persen 100 100 100 100
jaringan TIK
Persentase perangkat
daerah yang Persen 58,33 58,33 66,67 66,67
mengimplementasikan
layanan administrasi
pemerintahan dan
layanan publik
3 Program Persentase perangkat
Penyelenggaraan daerah yang Persen 100 100 100 100
Statistik Sektoral menggunakan data
statistik dalam
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
4 Program Persentase kegiatan
Penyelenggaraan strategis yang telah Persen 0 63,38 70,42 70,42
Persandian untuk diamankan melalui
Pengamanan kegiatan pengamanan
Informasi sinyal
)
5 Program Nilai Indeks Kepuasan .
Penunjang Urusan Masyarakat Poin 90,40 90,50 90,60 90,60
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Tabel 7.4 Indikator Kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahun 2025-2026

Kondisi Kondisi
Kinerj Target Capaian Kinerja pada
; e pada awal : y akhir
Kegiatan Perangkat Ind|I.<ator Kinerja periode Setiap Tahun :
Daerah Kegiatan (Output) RPD periode
Tahun Tahun Tahun
RPJMD
‘ 2024 2025 ‘ 2026
@ @ (©) (@) ®) (6) @) ®)
1 | Kegiatan Jumlah laporan | " " " 1
Pengelolgan kegiatan pengelolaan aporan
Informasi dan . .
Komunikasi Publik | informasui dan
Pemerintah komunikasi publik
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Kegiatan Jumlah perangkat 7
Pengelolaan daerah yang Perangkat 71 71 71
Nama Domain S daerah
yang telah _terkonek5| jaringan
Ditetapkan oleh internet yang
Pemerintah Pusat disediakan
dan Sub Domain
di Lingkup
Pemerintah
Daerah Kab/Kota
3 | Kegiatan Jumlah perangkat
Pengelolaan daerah Perangkat 71 71 71 71
e-Government di aerah yang daerah
Lingkup Pemerintah menggunakan layanan
Daerah Kab/Kota infrastruktur SPBE
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ona ona
dikato eria eria arget Capaia erja pada
eglatan Perangka
egiatan (O pada awa etiap a
O Daera g P el perioae
RPD periode
RPJIMD
024 0 026
® @ (©) @ ®) 6) U] ®
4 Kegiatan Jumlah perangkat 71
Penyelenggaraan Perangkat 71 71 71
7~ daerah yang
Statistik Sektoral daerah
di Lingkup Daerah memanfaatkan buku
Kabupaten/Kota statistik daerah
5 Kegiatan Jumlah sistem Sistem 3 3 3 3
Penyelenggaraan elektronik yang istem
Persandian untuk L elektronik
Pengamanan menerapkan prinsip
Informasi sistem manajemen
Pemerintah keamanan informasi
Daerah
kabupaten/Kota
6 | Kegiatan Jumlah perangkat b at 4 4 5 5
Penetapan Pola daerah yang erangkal
Hubungan . . . daerah
Komunikasi Sandi diamankan dibanding
Antar perangkat dengan jumlah seluruh
Daerah titik pada pemerintah
Kabupaten/Kota daerah berdasarkan
Pola Hubungan
Komunikasi Sandi
(PHKS) yang
ditetapkan
17 | Kegiatan Jumlah dokumen
22 21 21
Perencanaan, Perencanaan, Dokumen 1
Penganggaran
dan Evaluasi Penganggaran dan
Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja
Daerah Perangkat Daerah
yang telah disusun
8 Kegiatan Jumlah laporan
o . 26 26 26
Administrasi Administrasi Keuangan Dokumen 26
Keuangan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang telah disusun
9 Kegiatan Jumlah dokumen
Administrasi Administrasi Dokumen ! ! ! !
Kepegawaian .
Perangkat Daerah Kepegawaian
Perangkat Daerah
yang telah disusun
10 | Kegiatan Jumlah jenis layanan
adll Layanan 8
Administrasi Administrasi Umum 8 8 8
Umum Perangkat
Daerah Perangkat Daerah
yang telah disusun
11 | Kegiatan Jumlah jenis ;
Jenis 4
Pengadaan Pengadaan Barang 2 4 4
Barang Milik .
Daerah Penunjang Milik Daerah
Urusan penunjang urusan
Pemerintah pemerintah Daerah
Daerah yang diadakan
12 Kegiatan Jumlah jenis ;
: Jenis 6 6 6
Penyediaan Jasa penyediaan Jasa 6
Penunjang Urusan .
Pemerintahan Penunjang Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah
yang tersedia
13 | Kegiatan Jumlah jenis ;
; Jenis 5 5 5
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang 8
Barang Milik ilik h
Daerah Penunjang Milik Daera
Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah yang terpelihara
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Disamping dijabarkan indikator diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika
berkewajiban memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permenpan RB
Nomor 18 Tahun 2020 dan Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGSs),

sebagai berikut :

Tabel 7.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025-2026

Kondisi
Kinerja Kondisi
pada Target Capaian kinerja
awal Kinerja pada
Indikator Satuan periode Akhir
RPJMD Periode
Tahun RPJVD
2024
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
IKK OUTCOME
1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang persen 100 100 100 100
terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas
Kominfo
2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara persen 58,33 58,33 66,67 66,67
online dan terintegrasi
3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran persen 80 81 82 82

Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

IKK OUTPUT

1 Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra persen 100 100 100 100
Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan
yang disediakan oleh Dinas Kominfo

2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses persen 100 100 100 100
internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah IAda/ tidak ada ada ada ada

yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks,
data dan sinyal lainnya)

4 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan persen 100 100 100 100
publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara
daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi
Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri
Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama
Domain Instansi Penyelenggara Negara

5 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs persen 100 100 100 100
web yang sesuai standar
6 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan persen 100 100 100 100

layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundangundangan

7 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan persen 33 33 33 33
administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen
proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik

8 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan persen 33 33 33 33
administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat
elektronik

9 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan Sistem 3 3 3 3
peraturan perundang-undangan elektronik

10 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang persen 100 100 100 100
terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah

11 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persen 100 100 100 100
pusat data pemerintah

12 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat persen 100 100 100 100
data pemerintah

13 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya persen 100 100 100 100
sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)

14 Persentase data yang dapat berbagi pakai persen 70 80 85 85

15 Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi persen 6 6 7 7
yang mendukung smart city

16 Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi persen 3 3 4 4
di bawah pengelolaan Dinas Kominfo

17 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah Ada/ tidak Ada ada ada ada
terkait implementasi e-government

18 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah persen 56,25 56,25 62,50 62,50

daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah Kab/Kota
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Kondisi

Kinerja Kondisi
pada Target Capaian kinerja
awal Kinerja pada

Indikator SEWIED periode Akhir

RPJMD Periode

Tahun RPJMD
2024

19 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Persen 80 81 82 82
pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi
komunikasi (STRAKOM)
20 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang Persen 80 81 82 82
dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)
dan SOP yang telah ditetapkan
URUSAN STATISTIK
IKK OUTCOME
1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang persen 100 100 100 100
menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah
2 Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik persen 100 100 100 100
dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
IKK OUTPUT
1 Tersedianya buku profil daerah Ada/ tidak ada ada ada ada
2 Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan Survei 0 0 0 0
3 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan Kompilasi 0 0 0 0
4 Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi rekomendasi 0 0 0 0
BPS
5 Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi 1 1 1 1
rekomendasi dr BPS
6 Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral Persen 25 25 26 26
7 Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral Persen 25 25 26 26
URUSAN PERSANDIAN
IKK OUTCOME
1 Tingkat keamanan Persen 9,68 9,68 12,90 12,90
informasi pemerintah
IKK OUTPUT
1 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui Persen 9,68 9,68 12,90 12,90
kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah
kegiatan strategis yang harus diamankan
2 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Persen 9,68 9,68 12,90 12,90
sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip
manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi
persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada
pemerintah daerah
3 Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit Persen 9,68 9,68 12,90 12,90
dengan resiko kategori rendah
4 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah Persen 9,68 9,68 12,90 12,90
seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah
daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi
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Tabel 7.6 Indikator Kinerja SDGs Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026

Program/Kegiatan/Indikator Output

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan
jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki
keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan
teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang
layak dan

kewirausahaan.Global

Kondisi
Kinerja
[ELEEWEL
periode

RPIMD

Tahun

2024

Target Capaian

Kinerja

Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK).

Orang

50

50

75

Secara signifikan meningkatkan akses terhadap
teknologi informasi dan komunikasi, dan
mengusahakan penyediaan akses universal dan
terjangkau Internet di negara-negara kurang
berkembang pada

tahun 2020

Proporsi penduduk yang terlayani mobile
broadband.

Persentase

65

70

75

Proporsi individu yang menguasai/memiliki
telepon genggam.

Persentase

65

70

75

Menjamin akses publik terhadap informasi dan
melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan
peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban
sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publik.

Badan
Publik

71

71

71

Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui
mediasi dan/atau ajudikasi non
litigasi.

Persentase

100

100

100

Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID
dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

PPID

71

71

71

Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed
broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan

Persentase

65

70

75

Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.

Persentase

65

70

75

Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan
pengembangan kapasitas untuk negara berkembang,
termasuk negara kurang berkembang dan negara
berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara
signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat
waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan
pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi,
difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya
yang

relevan dengan konteks nasional.

Proporsi individu yang menggunakan internet

Persentase

65

70

75
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Berikut penjelasan_cara perhitungan/ formulasi pada indikator tujuan dan indikator kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2026

Tabel 7.7
Formulasi Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan PD Indikator Tujuan Formulasi

Meningkatnya akuntabilitas tata Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang Nilai 68,5 Nilai 69
kelola pemerintahan SAKIP

Meningkatkan Kualitas Sistem Indeks SPBE Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat 3.25 poin 3.27 poin
Pemerintahan Berbasis Elektronik kematangan setiap indikator SPBE

Ket : Penilaian dari 3 indikator
yang dikaji :

. Kebijakan internal

. Tata kelola SPBE

. Manajemen SPBE

. Layanan SPBE

A WOWNPER

(Hasil evaluasi KEMENPAN RB
Permenpan RB No 59 Tahun 2020)

Tabel 7.8
Formulasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Formulasi

Meningkatnya layanan penunjang Nilai LKIP Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja Nilai 70,75 | Nilai 70,80
urusan komunikasi dan informatika, (30%) + aspek pengukuran kinerja (30%)

urusan statistik dan urusan + pelaporan kinerja (15%) + evaluasi

persandian akuntabilitas kinerja internal (25%)

(Hasil Evaluasi Kemen PAN RB /
Inspektorat Kabupaten Cirebon)
Meningkatnya Tata Kelola dan Indeks Domain Tata Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat 2.98 poin 2.99 poin
Layanan Sistem Pemerintahan Kelola SPBE kematangan domain tata kelola SPBE
berbasis elektronik

(Hasil evaluasi KEMENPAN RB)
Indeks Domain Rata-rata nilai tertimbang dari tingkat 3.05 poin 3.10 poin
Layanan SPBE kematangan domain tata kelola SPBE

(Hasil evaluasi KEMENPAN RB)
Meningkatnya keterbukaan informasi | Indeks Keterbukaan Rata-rata nilai tertimbang dari sub 75 poin 80 poin
publik Informasi Publik indikator keterbukaan informasi publik

(Hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat)

Meningkatnya keterbukaan informasi | Tingkat Jumlah data sektoral yang telah 80 persen 85 persen
publik Ketersediaan Data dimutakhirkan/Jumlah total data sektoral

Statistik Sektoral yangharus disediakan x 100%
Meningkatnya pengelolaan Indeks Keamanan Jumlah angka tertimbang dari tingkat 2 level 3level
persandian dan keamanan informasi | Informasi (KAMI) kematangan setiap area keamanan

informasi




Tabel 7.9
Formulasi Perhitungan Indikator Program Dinas Komunikasi dan Informatika

. Target
Formulasi 2006

Program Aplikasi Persentase perangkat Jumlah perangkat daerah yang 100 persen 100 persen
Informatika daerah terfasilitasi terfasilitasi  jaringan TIK/  jumlah

jaringan TIK perangkat daerah Kabupaten Cirebon

x 100%

Persentase perangkat Jumlah PD yang yang 58,33 66,67

daerah yang mengimplementasikan layanan persen persen

mengimplementasikan administrasi pemerintahan dan

layanan administrasi layanan publik / jumlah Perangkat

pemerintahan dan daerah Kabupaten Cirebon x 100%

layanan publik
Program Informasi dan Komunikasi| Persentase masyarakat yang Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran 81 persen 82 persen
Publik menjadi sasaran penyebaran penyebaran informasi publik, mengetahui

informasi publik, mengetahui | kebijakan dan program prioritas pemerintah

kebijakan dan program dan pemerintah daerah / Jumlah penduduk x

prioritas pemerintah 100%

dan pemerintah daerah
Program Penyelenggaraan Persentase perangkat Jumlah Perangkat daerah yang 100 persen 100 persen
Statistik Sektoral daerah yang menggunakan data statistik dalam

menggunakan data melakukan evaluasi pembangunan

statistik dalam daerah / Jumlah Perangkat daerah

melakukan evaluasi Kabupaten Cirebon x 100%

pembangunan daerah
Program Penyelenggaraan Persentase kegiatan Jumlah perangkat daerah yang telah 63,38 70,42
Persandian untuk strategis yang telah diamankan melalui kegiatan persen Persen
Pengamanan Informasi diamankan melalui pengamanan sinyal/ banyaknya

kegiatan pengamanan jumlah perangkat daerah yang harus

sinyal diamankan x 100%
Program Penunjang Urusan Nilai IKM Diskominfo Total dari nilai persepsi per unsur 90,50 poin 90,60 poin
pemerintahan Daerah dibagi total unsur yang terisi dikali
Kabupaten/Kota nilai penimbang
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BAB VIl
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026 merupakan kebijakan jangka menengah transisi yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 - 2026 dan
memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta
mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat
memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Jawa Barat, terutama
pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. melalui
penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra dapat dilakukan penyesuaian  seperlunya  seiring
perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian keamanan informasi, baik dari internal maupun eksternal, yang mempengaruhi
tujuan dan sasaran Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 — 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan dalam
pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Tahun
2026. Disamping itu juga perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas
dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan
organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis

terkini.

BUPATI CIREBON,

IMRON
Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA’|
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR
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LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025 — 2026
2. Peraturan Bupati Cirebon tentang Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025 -2026
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